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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk 
membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. 
(http://www.wikipedia.com). Organisasi ini mempuyai fungsi-fungsi dalam 
penyelenggaraan pemerintahan yang harus dilakukan, fungsi-fungsi itu antara 
lain, fungsi pelayanan (service function), fungsi pengaturan (regulation function), 
dan fungsi pemberdayaan (empowering function) diformulasikan dalam kebijakan 
publik, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat.  
Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan dimanapun, administrasi 
publik akan memainkan sejumlah peran penting, diantaranya dalam merumuskan 
kebijakan-kebijakan/kegiatan-kegiatan/program-program yang bertujuan untuk 
Negara, oleh pemerintah mulai dari pusat sampai desa, dan menyelenggarakan 
pelayanan publik guna mewujudkan salah satu tujuan utama dibentuknya Negara, 
yakni kebahagiaan bagi masyarakat. Dalam konteks Indonesia misalnya, tujuan 
dari dibentuknya pemerintahan sebagaimana tertuang dalam pembentukan 
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 diantaranya adalah memajukan kesejahteraan 
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 
Perjalanan penyelenggaraan administrasi publik yang demikian, telah 
mengalami berbagai macam perkembangan, dimulai pada masa sebelum lahirnya 
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konsep Negara Bangsa hingga lahirnya ilmu modern dari Administrasi Publik 
yang hingga saat ini telah mengalami beberapa kali pergeseran paradigma. Dalam 
perkembangan Ilmu Administrasi Publik (Negara), maka Denhart (2003) 
memetakan ke dalam tiga aliran (periode), yaitu The Old Public Administration, 
New Public Management, dan New Public Service. (Priyo Sudibyo, 2007 : 59).  
Paradigma The Old Public Administration menempatkan warga 
masyarakat sebagai clients, dimana posisi client lebih bersifat powerless, sehingga 
berada pada pihak yang harus “nurut” terhadap perlakuan pelayanan yang 
diberikan oleh birokrat. Pada paradigma berikutnya, The New Public Management 
(NPM), paradigma ini meletakkan mekanisme pasar sebagai pedoman dalam 
pelayanan publik, yaitu menempatkan masyarakat sebagai customers dimana 
kualitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh kemampuan ekonomi customers. 
Pada era ini konsep kewirausahaan birokrasi mewarnai pelayanan publik di 
negara-negara berkembang, termasuk Indonesia (Priyo Sudibyo, 2007:60). 
Paradigma terakhir yakni The New Public Service (NPS), menempatkan 
masyarakat sebagai citizens yang memiliki hak-haknya untuk mendapatkan 
pelayanan publik yang memadai dari birokrasi publik. Dalam konteks ini 
paradigma, birokrasi publik dituntut untuk mengubah paradigma government ke 
governance. J. V. Denhart dan R. B. Denhart (2003), keduanya menyarankan 
untuk meninggalkan prinsip administrasi klasik dan New Public Management, 
beralih ke prinsip New Public Service, karena menurut mereka prinsip New Public 
Service lebih berpihak pada kepentingan publik. 
Penyelenggaraan pemerintahan pada hakikatnya adalah pemberian 
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pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan tidaklah diadakan untuk melayani  
dirinya sendiri, akan tetapi dimaksudkan untuk melayani kepentingan masyarakat 
(public servant) dan menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan masyarakat 
dapat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai 
kesejahteraan. Gasperz (1994) dalam Agung Kurniawan mengatakan, pelayanan 
memiliki karakteristik yang berbeda dengan barang yaitu outputnya yang tidak 
berbentuk (intangible output), tidak standar serta tidak dapat disimpan dalam 
inventori melainkan langsung dapat dikonsumsi pada saat produksi. Jadi dilihat 
dari hal tersebut, sebagai suatu intangible output pelayanan memiliki dimensi 
yang berbeda dengan barang yang bersifat tangible. Produk akhir pelayanan tidak 
memiliki karakteristik fisik sebagaimana yang dimiliki barang. Outputnya 
tergantung dari proses interaksi antara layanan dengan konsumen. 
Wajah birokrasi publik selama orde baru sebagai pelayan rakyat sangat 
jauh dari yang diharapkan. Dalam praktik penyelenggaraan pelayanan, rakyat 
menempati posisi yang tidak menguntungkan. Beragam keluhan dan 
ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik menunjukkan desakan 
terhadap perbaikan atau pembaharuan makna baik dari sisi substansi hubungan 
negara–masyarakat dan pemerintah–rakyat maupun perbaikan-perbaikan didalam 
internal birokrasi publik itu sendiri. (http://www.adminduk.depdagri.go.id). 
Pada masa Orde Baru, birokrasi suka mengatur dan memerintah harus 
diubah menjadi suka melayani. Birokrasi yang menggunakan pendekatan 
kekuasaan harus diubah menjadi suka menolong menuju kearah yang lebih 
fleksibel kolaboratis dan dialogis serta yang dulu dari cara-cara yang sloganis 
4 
 
 
menuju cara-cara kerja yang lebih realistis pragmatis. 
Setelah era reformasi, tantangan birokrasi sebagai pemberi pelayanan 
kepada rakyat mengalami suatu perkembangan yang dinamis seiring dengan 
perubahan di dalam masyarakat itu sendiri. Rakyat semakin sadar akan apa yang 
menjadi haknya serta apa yang menjadi kewajibannya sebagai warga negara 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dibalik itu, rakyat 
semakin berani mengajukan tuntutan-tuntutan, keinginan dan aspirasinya kepada 
pemerintah. Tuntutan reformasi, birokrasi dituntut untuk mengubah posisi dan 
perannya (revitalisasi) dalam memberikan pelayanan publik. 
Guna mencapai suatu pelayanan publik yang baik memang banyak hal-hal 
yang perlu diperbaiki dan salah satunya melakukan pembaharuan birokrasi. 
Birokrasi harus bisa mengurangi bebannya dalam pengambilan keputusan dengan 
membaginya kepada lebih banyak orang yang mana memungkinkannya lebih 
banyak keputusan dibuat kebawah atau kepada pinggiran ketimbang 
mengkonsentrasikannya pada pusat yang akhirnya menjadi stres dan tertekan 
sehingga menjadi tidak berfungsi baik dalam memberikan pelayanan publik. 
Desentralisasi ini akan menciptakan birokrasi yang lebih fleksibel, efektif, 
inovatif, serta menumbuhkan motivasi kerja daripada yang tersentralisasi. (Agung 
Kurniawan, 2005 : 6). 
Desentralisasi dipandang sebagai salah satu upaya untuk memotong 
hambatan birokratis yang acapkali mengakibatkan pemberian pelayanan memakan 
waktu yang lama dan berbiaya tinggi. Dengan adanya desentralisasi, pemerintah 
daerah mau tidak mau harus mampu melaksanakan berbagai kewenangan yang 
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selama ini dilaksanakan oleh pemerintah pusat, seiring dengan pelayanan yang 
harus disediakan. Konseksuensinya, pemerintah daerah dituntut untuk lebih 
mampu memberikan pelayanan yang lebih berkualitas, dalam arti lebih 
berorientasi kepada aspirasi masyarakat, lebih efisien, efektif dan bertanggung 
jawab (accountable).  
Desentralisasi dapat dilakukan dengan pemberian kewenangan kepada 
daerah atas rumah tangganya sendiri atau disebut dengan otonomi daerah. Asumsi 
dasar otonomi daerah adalah kalau pemerintahan berada dalam jangkauan 
masyarakat, tentu saja pelayanan akan lebih cepat, hemat, murah, responsif, 
akomodatif, dan produktif. Dengan kata lain, bagaimana mendekatkan pelayanan 
kepada masyarakat sehingga hasil (output) yang diharapkan dari pelaksanaan 
otonomi daerah adalah pemberian pelayanan publik yang lebih baik dan 
memuaskan sesuai dengan standarisasi pelayanan yang telah diharapkan. 
Pelaksanaan otonomi daerah juga merupakan salah satu upaya untuk 
meningkatkan kualitas pelayanan. 
Proses reformasi telah membawa perubahan paradigma pemerintahan dari 
government menjadi governance. Revitalisasi dan reposisi kelembagaan 
pemerintah daerah telah dilakukan mengawali proses desentralisasi (otonomi 
daerah) sebagai bagian dari proses menuju governance.  
Hal tersebut ditandai dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 
1999 sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang 32 Tahun 2004, tentang 
Pemerintahan Daerah, mencerminkan dengan jelas bahwa bangsa Indonesia 
menghendaki agar reformasi sistem pemerintahan yang semula sentralisasi diubah 
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menuju desentralisasi. Penyelenggaraan otonomi daerah tidak hanya membawa 
serangkaian perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, 
akan tetapi juga telah membawa perubahan dalam pengambilan kebijakan daerah 
guna menunjang ekonomi pembangunan daerah. Salah satu aspek mendasar 
pemberian otonomi kepada daerah adalah keleluasaan pemerintah daerah untuk 
menyelenggarakan pemerintahan sendiri atas dasar prakarsa, kreativitas, dan 
peran serta aktif masyarakat dalam rangka mengembangkan dan memajukan 
daerahnya. Selain itu, adanya pemberian kewenangan untuk mengatur dan 
menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasar skala pelayanan umum, untuk 
mengetahui apakah lebih efektif diselenggarakan oleh daerah atau oleh pusat. 
Sesuai Perda No. 15 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan 
Organisasi Lembaga Teknis Daerah, dan Keputusan Walikotamadya Surakarta 
No. 004 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelayanan Terpadu Kotamadya Dati II Surakarta, dan merupakan usaha 
pemerintah Kota Surakarta untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat 
maka didirikan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Surakarta. UPT adalah suatu unit 
kerja non struktural, yaitu lembaga yang belum mempunyai kewenangan atau 
rumah tangga sendiri, yang didalamnya terdiri dari wakil-wakil dari 
Dinas/Badan/Kantor/Bagian yang secara fungsional menangani 
perijinan/pelayanan umum di lingkungan Pemerintah Daerah, dan bertujuan 
mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat (pelayanan yang berorientasi 
kepada kepuasan masyarakat).  
UPT yang saat itu hanya berfungsi sebagai front office (pelaksana teknis) 
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pelayanan perijinan dan pelayanan publik lainnya, merupakan salah satu instansi 
yang banyak mendapat sorotan masyarakat. Hal ini disebabkan karena rendahnya 
mutu layanan dalam birokrasi perijinan. Kecenderungan oknum birokrat kita 
untuk dilayani, bukan melayani. Selain itu untuk mengurus masalah perijinan, 
masyarakat harus mengeluarkan biaya besar, sehingga masyarakat kurang mampu 
tidak dapat menyelesaikan dalam pengurusan perijinan, hasilnyapun relatif lama 
dan berbelit-belit. 
Pemerintah daerah dalam menanggapi buruknya sorotan publik mengenai 
mutu layanan berusaha melakukan pembenahan, salah satunya melalui Keputusan 
Walikota Surakarta No.006/188/2005 tentang Tim Pembina dan Tim 
Pertimbangan Perijinan UPT Surakarta dan Peraturan Walikota Surakarta No. 13 
Tahun 2005 tentang Pelimpahan sebagian Wewenang Walikota Kepada 
Koordinator UPT Surakarta, yaitu perlu melakukan upaya terobosan sejalan 
dengan konsep pelayanan khususnya bidang perijinan, yakni penerapan sistem 
pelayanan satu pintu (one stop service) dengan berdasar kemudahan pemberian 
pelayanan. Program one stop service (OSS) merupakan kegiatan penyelenggaraan 
perijinan dan non perijinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap 
permohonan sampai terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat, sistem 
pelayanan cepat, memiliki kepastian waktu dan biaya, kejelasan informasi atau 
prosedur dan terbebas dari pungutan liar (pungli) jika berhubungan dengan 
pemerintah (http://www.depkominfo.go.id). 
Hal tersebut juga sejalan dengan inisiatif Walikota untuk mengoperasikan 
Pelayanan Satu Pintu (One Stop Service) masalah perijinan dan pelayanan publik 
8 
 
 
lewat  UPT kota Surakarta. (http://www.surakarta.go.id). 
''Harapan kami, one stop service ini akan meningkatkan iklim usaha di 
Solo, terutama masuknya investasi. Dengan demikian, peredaran uang 
akan tinggi dan bisa mendukung tumbuh kembangnya iklim berusaha di 
Solo,'' kata Wali Kota saat pencanangan One Stop Service di kompleks 
Balai Kota. (http://www.suaramerdeka.com, Kamis, 08 Desember 2005). 
 
Penerapan pelayanan satu pintu tersebut kemudian tidak hanya dijadikan 
sebagai sebuah program saja namun sesuai dengan Perda Kota Surakarta No. 6 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, 
dengan perubahan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) menjadi Kantor Pelayanan 
Perijinan Terpadu (KPPT) pada tanggal 31 Desember 2008. Sistem terpadu yang 
diterapkan oleh KPPT Surakarta yaitu permohonan ijin yang lebih dari 1 (satu), 
maka persyaratan hanya 1 berkas dan akan selesai semua perijinannya secara 
bersamaan 6 (enam) hari sejak permohonan diajukan lengkap. Program ini 
mempunyai arti percepatan penyelesaian perijinan, jaminan kepastian, 
pembayaran biaya retribusi yang fleksibel, dan proses perijinan yang transparan. 
Pelayanan perijinan yang bisa dilakukan pada KPPT Surakarta meliputi : 
1. Keterangan Rencana Peta (AP) Advice Planning. 
2. Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). 
3. Ijin Penggunaan Bangunan (IPB). 
4. Rekomendasi Lokasi Untuk Ijin Gangguan Usaha. 
5. Ijin Gangguan Tempat Usaha. 
6. Surat Ijin Usaha Perdagangan. 
7. Tanda Daftar Gudang(TDG). 
8. Surat Ijin Usaha Industri (SIUI). 
9. Tanda Daftar Perusahaan (TDP). 
10. Reklame  
11. Ijin Jasa Biro Perjalanan Wisata. 
12. Ijin Jasa Pemandu Wisata. 
13. Ijin Jasa Impresariat. 
14. Ijin Jasa Informasi Pariwisata. 
15. Ijin Jasa konvensi. 
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16. Ijin Hotel. 
17. Ijin Pondok Wisata. 
18. Ijin Restoran. 
19. Ijin Rumah Makan. 
20. Ijin Gedung Pertemuan Umum.  (http://www.surakarta.go.id). 
 
Kota Surakarta telah mengalami perkembangan pesat. Peningkatan 
pelayanan publik gencar dilakukan di Surakarta, sehingga sekarang ini Surakarta 
menjadi salah satu  daerah yang mempunyai kinerja terbaik di Indonesia 
(Kompas, Juli 2008). Iklim investasi yang kondusif telah menjadi bagian dari kota 
Surakarta, terbukti dengan dibangunnya pusat perbelanjaan dan sejumlah  hotel di  
beberapa titik kota. Program peningkatan wisata budaya juga menjadi salah satu 
agenda besar dalam pelaksanaan otonomi daerah Surakarta. Adanya investasi dan 
berbagai program pemerintah kota yang bertujuan menarik pihak luar untuk 
datang ke Surakarta, menyebabkan tumbuhnya iklim usaha yang signifikan 
(http://www.surakarta.go.id). Usaha-usaha tersebut dapat menambah lapangan 
kerja dan mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).  
Potensi investasi yang besar di Surakarta juga menjadi salah satu faktor 
yang membuat iklim usaha berkembang di Surakarta. Letak geografis yang 
terhitung stategis serta posisi sentralnya sebagai pusat kebudayaan Jawa, 
Surakarta menawarkan diri menjadi pilihan berbagai bidang investasi seperti : 
1. Bidang Transportasi 
Dirjen Perhubungan Darat telah menunjuk Kota Solo sebagai lokasi 
pembangunan terminal tipe A. Dengan study kelayakan dari Lembaga 
Penelitian Universitas Katholik Soegiyapranata Semarang tahun 2000, 
direkomendasikan agar terminal tersebut dibangun didaerah Mojosongo atau 
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Pedaringan 
2. Bidang Industri Perdagangan 
Investasi dibidang ini diarahkan untuk kegiatan produksi, menjamin 
kelancaran arus distribusi barang dan jasa, memperkuat daya saing, mampu 
memanfaatkan dan memperluas pangsa pasar dalam negeri maupun luar negri, 
dan membentuk harga yang wajar serta melindungi kepentingan konsumen. 
Secara khusus Investasi dibidang ini diarahkan pada: Pembangunan Pasar 
Ikan, Pembangunan Pasar Rakyat, Pembangunan Pusat Grosir, Pembangunan 
Pasar Triwindu, Pembangunan Pasar Ngemplak, Pasar kembang dan Pasar 
Kliwon 
3. Bidang Pariwisata 
Investasi dibidang pariwisata diarahkan pada peningkatan kualitas obyek dan 
daya tarik wisata, peningkatan pelayanan pada wisatawan yang berkunjung ke 
Surakarta baik dari dalam maupun luar negeri, peningkatan sarana dan 
prasarana wisata, dan peluang investasi pembangunan dan pengembangan 
bidang pariwisata 
4. Bidang perumahan dan pemukiman 
Investasi ini diarahkan pembangunan Rumah Susun, dan pembangunan 
Perumahan PNS 
5. Bidang Kesehatan 
Investasi ini diarahkan kepada manajemen pembangunan kesehatan, 
peningkatan mutu pelayanan kesehatan, peran serta masyarakat dan kualitas 
lingkungan. 
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6. Pengembangan wilayah utara Surakarta 
Investasi diwilayah utara Surakarta diarahkan pada taman rekreasi dan 
hiburan, industri dan perdagangan, pendidikan dan kebudayaan, 
transportasi/angkutan darat. 
7. Kampung Batik 
Investasi ini diarahkan untuk pengembangan kawasan Laweyan menjadi 
sentra industri batik. 
8. Pembangunan Satwa Taru Jurug 
Dengan luas 13 ha dan terdapat peluang tambahan perluasan lahan sebesar 19 
ha, Taman Satwa Taru Jurug sangat potensial dikembangkan menjadi obyek 
wisata. 
9. Pembangunan Kawasan Balekambang 
Kawasan Balekambang dengan sejarah historisnya sebagai tempat 
peristirahatan Raja-raja Mangkunegaran serta dengan lokasinya yang strategis 
sangat potensial untuk dikembangkan menjadi aset wisata 
(http://www.surakarta.go.id). 
Dengan potensi dan program-program yang dicanangkan oleh walikota 
Surakarta, serta perubahan UPT Surakarta menjadi KPPT, maka terjadi beberapa 
peningkatan jumlah pemohon ijin di KPPT. (Kepala KPPT, Toto Amanto,MM, 
wawancara 4 Desember 2009). Hal tersebut dapat dilihat dalam grafik berikut ini : 
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http://www.upt.surakarta.com 
KPPT penting fungsinya karena melihat kota Surakarta yang sudah maju 
memerlukan  fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan usahanya. Melihat 
banyaknya perkembangan usaha dari skala besar, skala menengah, sampai dengan 
skala kecil, seperti mall, hotel, salon, rumah sakit, perusahaan perseorangan dan 
tempat usaha lainnya yang berada di wilayah Surakarta memerlukan perijinan. Ini 
dilakukan agar tetap terjaga stabilitas hukum maupun ekonomi di negara kita 
umumnya dan kota Surakarta pada khususnya. 
KPPT Surakarta memberikan pelayanan administratif salah satunya berupa 
penerbitan perijinan di bidang perdagangan yang berupa Surat Ijin Usaha 
Perdagangan (SIUP). Segala investasi dan jenis usaha sesuai dengan Peraturan 
Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2006 tentang Ketentuan 
dan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, yang dilakukan oleh masyarakat 
wajib mempunyai payung hukum yaitu dengan memiliki SIUP. SIUP berlaku 
untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan di seluruh wilayah Republik 
Indonesia selama perusahaan masih menjalankan kegiatan usaha perdagangan 
walaupun SIUP diterbitkan oleh pejabat penerbit SIUP di setiap Kabupaten dan 
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Kota di masing-masing domosili perusahaan (Pusat Pengembangan Kebijakan 
Pengadaan Barang/Jasa Publik. BAPPENAS).  
Seperti yang dikatakan Kepala KPPT , Drs. Toto Amanto, MM : 
 
“Kalau saya punya usaha kan sebaiknya legal dan merasa nyaman kalau 
sudah ada payung hukumnya, yaitu dengan punya SIUP. Selain itu kalau 
saya mau mengembangkan usaha saya, kalau sudah punya SIUP jadi 
gampang cari pinjaman di bank. Seperti itu misalnya.” (wawancara, 4 
Desember 2009) 
 
Penulis tertarik meneliti SIUP karena perdagangan merupakan salah satu 
kegiatan yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat kita, dan setiap 
perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat , baik itu dalam jumlah  kecil, 
menengah, hingga perdagangan besar harus mempunyai suatu perlindungan 
hukum. SIUP penting keberadaannya bagi masyarakat yaitu sebagai identitas 
untuk memperoleh kelegalan dalam menjalankan usahanya atau sebagai payung 
hukum. SIUP berperan sebagai penjamin, terutama bagi pengusaha kecil atau 
Usaha Kecil Menengah (UKM), untuk bisa mendapatkan suntikan modal usaha 
dari kalangan perbankan yang mengharuskan memiliki SIUP, sehingga dengan 
modal tersebut, mereka bisa mengembangkan usahanya. Kemudian bagi 
Pemerintah Daerah, berkembangnya usaha kecil di masyarakat merupakan salah 
satu tujuan dari pengembangan potensi daerah, dengan retribusi yang masuk ke 
dalam kas daerah dari para pedagang tersebut, melalui kepemilikan SIUP, juga 
diharapkan akan mengembangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Selain itu, 
kepemilikan SIUP oleh para pedagang juga bisa menjadi data base jika Pemkot 
akan membuat suatu kebijakan tentang bidang tersebut (Kepala KPPT Surakarta, 
Drs. Toto Amanto, MM, 4 Desember 2009) 
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Namun pada kenyataannya, besarnya biaya pembuatan SIUP membuat 
sebagian pengusaha enggan mengurus dan tidak memiliki SIUP. Hal lain yang 
membuat pengusaha tidak segera melegalkan usahanya dengan kepemilikan SIUP, 
yaitu ketidaktahuan para pelaku usaha kecil dan menengah mengenai prosedur 
dan tatacara penerbitan SIUP. Akibat ketidaktahuan mengenai prosedur dan tata 
cara penerbitan SIUP adalah adanya usaha yang dijalankan tanpa ijin dari Dinas 
terkait, sehingga tidak ada jaminan hukum dalam usaha. Kurang adanya ketegasan 
dari pemerintah atas usaha yang tidak memiliki SIUP hingga proses pembuatan 
SIUP yang cukup memakan waktu, dana, dan beberapa syarat administrasi 
lainnya, misalnya seorang pengusaha harus memiliki surat ijin tempat usaha 
(SITU), sementara untuk mendapatkan SITU harus memiliki ijin penggunaan 
bangunan (IPB) dan surat ijin gangguan (HO), dari pembuatan ijin-ijin tersebut, 
tentunya memerlukan banyak modal untuk membayar pajak, hal inilah yang 
membuat seorang atau pengusaha enggan membuat SIUP. (http://www.jambi-
independent.co.id, Rabu, 15 Juli 2009). 
“Masyarakat telah terpancang pada paradigma lama mengenai pelayanan 
di KPPT, yang sering disebut lama, mahal, dan berbelit. Mereka masih 
belum banyak tahu mengenai KPPT yang sekarang.” (Kepala KPPT, Drs. 
Toto Amanto, MM, 4 Desember 2009). 
 
Pemerintah Kota Surakarta telah menerapkan pelayanan terpadu satu pintu 
di KPPT yang memberi kemudahan bagi masyarakat yang akan mengajukan 
perijinan lebih dari satu seperti perijinan SIUP. Pengajuan perijinan lebih dari satu 
tersebut bisa diajukan pada satu berkas dan bisa selesai secara bersamaan dalam 
waktu kurang lebih satu minggu. Meskipun hal tersebut telah diterapkan beberapa 
waktu yang lalu di KPPT, namun masih ada saja masyarakat yang belum 
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mengetahui prosedur pencarian SIUP, sehingga masih juga ditemukan beberapa 
usaha yang belum legal atau belum memiliki SIUP.  
Kembali juga pada faktor SDM baik bagi pihak KPPT maupun masyarakat 
yang harus saling mendukung. Disinilah kajian ini sangat diperlukan khususnya 
mengenai kinerja (performance) dengan menerapkan indikator-indikator yang 
terkait. Karena dari pemaparan ini akan diketahui segala bentuk kesalahan dan 
hambatan-hambatan yang terjadi dalam penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan, 
untuk dijadikan sebagai suatu feedback dalam perbaikan kinerja yang akan datang 
serta sebagai bentuk antisipasi terhadap permasalahan sama yang akan muncul 
untuk kedua kalinya.  
 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan yang telah penulis 
ungkapkan diatas maka dapat ditarik perumusan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana Kinerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) dalam 
memberikan pelayanan penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) di 
kota Surakarta? 
2. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 
(KPPT) dalam memberikan pelayanan penerbitan Surat Ijin Usaha 
Perdagangan (SIUP) di kota Surakarta? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini merupakan salah satu bentuk metode ilmiah dalam rangka 
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pemecahan masalah. Demikian pula dengan penelitian ilmiah ini , pada prinsipnya 
adalah usaha untuk menemukan jawaban dari suatu perumusan masalah. Untuk 
memberikan suatu arahan maka perlu adanya suatu tujuan dari sebuah penelitian. 
Dalam penelitian ini penulis mempunyai beberapa tujuan, yaitu: 
1. Untuk mengetahui bagaimana kinerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 
(KPPT) dalam memberikan pelayanan penerbitan Surat Ijin Usaha 
Perdagangan (SIUP) di kota Surakarta. 
2. Untuk Mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Kantor 
Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) dalam memberikan pelayanan 
penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) di kota Surakarta? 
 
D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
a. Dapat menambah wawasan bagi penulis mengenai teori tentang kinerja 
sebuah pemerintahan daerah terkait masalah pelayanan perijinan. 
b. Sebagai referensi bagi peneliti lain dalam mengadakan suatu penelitian 
tentang masalah kinerja penerbitan perijinan. 
c. Disusun sebagai syarat untuk memenuhi persyaratan dalam 
memperoleh gelar sarjana strata satu jurusan Ilmu Administrasi 
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Surakarta 
Sebagai suatu bahan rekomendasi dan pertimbangan dalam membuat 
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suatu kebijakan berikutnya untuk meningkatkan kinerja khususnya 
yang berkaitan dengan pelayanan perijinan, umumnya pelayanan yang 
dilakukan pemerintah daerah. 
b. Bagi Penulis dan Masyarakat 
1. Digunakan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar 
sarjana (strata satu) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2. Dapat di gunakan untuk reverensi bagi penelitian selanjutnya, yang 
berkaitan dengan permasalahan diatas. 
 
E. Tinjuan Pustaka 
1. Pengertian Kinerja 
Tujuan organisasi hanya dapat dicapai apabila organisasi tersebut 
didukung oleh unit-unit kerja yang terdapat di dalamnya. Baik buruknya output 
dari suatu organisasi dipengaruhi oleh baik buruknya kinerja yang terjadi dalam 
organisasi tersebut. 
Yeremias T. Keban (2004:191) mengatakan istilah “kinerja” merupakan 
terjemahan dari performance yang sering diartikan oleh para cendekiawan sebagai 
“penampilan”, “unjuk kerja”, atau “prestasi”. Dalam kamus Illustrated Oxford 
Dictionary (1998:606), istilah ini menunjukkan “the execution of fulfillment of 
duty”(pelaksanaan atau pencapaian dari suatu tugas), atau a person’s achievement 
under test conditions etc (pencapaian hasil dari seseorang ketika diuji, dsb) 
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Encyclopeddia of Public Administration and Public Policy Tahun 2003 
dalam Yeremias (2004:193), kinerja menggambarkan sampai seberapa jauh 
organisasi tersebut mencapai hasil ketika dibandingkan dengan kinerjanya 
terdahulu (previous performance), dibandingkan dengan tujuan dan target yang 
telah ditetapkan. Perbandingan ini atau pengukuran pencapaian tujuan tersebut 
dapat dilakukan dengan menggunankan suatu definisi operasional yang jelas 
tentang tujuan dan sasaran, output dan outcome pelayanan, dan pendefinisian 
terhadap tingkat kualitas yang diharapkan dari output atau outcomes tersebut, 
secara kuantitatif ataupun kualitatif. 
Kinerja, dalam bahasa Inggris, disamakan dengan istilah performance 
yang berarti sesuatu hasil yang telah dikerjakan. Menurut Suyadi Prawirosentono 
(1992:2) kinerja atau performance adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh 
seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan 
wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai 
tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai 
dengan moral maupun etika. 
Bastian (dalam Hessel Nogi, 2005:175) mendefinisikan kinerja organisasi 
sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu 
organisasi, dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi. 
Yuwono, dkk (dalam Hessel Nogi, 2005:178) juga mengatakan bahwa konsep 
kinerja organisasi berhubungan dengan berbagai aktivitas dalam rantai nilai (value 
chain) yang ada pada organisasi. 
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Joko Widodo (2008:78) mengemukakan bahwa kinerja adalah melakukan 
suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya 
dengan hasil yang diharapkan. Selain itu Berman (dalam Yeremias T. Keban, 
1995:209) mengartikan kinerja sebagai pemanfaatan sumber daya secara efektif 
dan efisien untuk mencapai hasil. 
Pengertian kinerja, dari berbagai pendapat di atas, pada dasarnya 
menekankan apa yang dihasilkan dari fungsi-fungsi suatu pekerjaan atau apa yang 
keluar (outcome). Apa yang terjadi dalam sebuah pekerjaan atau jabatan, bila 
disimak lebih lanjut merupakan suatu proses yang mengolah input menjadi output 
(hasil kerja), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah adalah 
hasil kerja dari seseorang atau kelompok orang dalam organisasi berdasarkan 
tugas dan tanggung jawabnya dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi yang 
telah dan ditentukan dan disepakati bersama. 
 
2. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) 
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) sesuai dengan Perda Kota 
Surakarta No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 
Kota Surakarta, merupakan perubahan dari Unit Pelayanan Terpadu (UPT). KPPT 
merupakan sebuah organisasi milik pemerintah yang mempunyai kewenangan 
dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah di bidang perijinan di Kota Surakarta. 
Secara lebih tegas, tugas pokok dan fungsi KPPT dipertegas berdasarkan 
Peraturan Walikota Surakarta Nomor 36 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas 
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota 
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Surakarta. Fungsi-fungsi KPPT antara lain : 
1) Penyelenggaraan kesekretariatan kantor; 
2) Pelaksanaan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; 
3) Penyelenggaraan pendaftaran, verifikasi dan penerbitan perijinan; 
4) Penyelenggaraan evaluasi, pelaporan dan pengaduan; 
5) Penyelenggaraan sosialisasi; 
6) Pembinaan jabatan fungsional. 
Definisi organisasi menurut Hessel Nogi Tangkilisan (2005:132): 
“Organisasi adalah suatu bentuk kerja sama untuk mencapai tujuan 
bersama-sama secara efisien dan efektif melalui kegiatan yang telah 
ditentukan secara sistematis dan di dalamnya ada pembagian tugas, 
wewenang, dan tanggung jawab yang jelas dalam mencapai tujuan 
organisasi tersebut.” 
 
Menurut Gibson et al. (1993:3) dalam Hessel Nogi (2005:135), dalam 
kaitannya dengan tujuan, organisasi itu mengejar tujuan-tujuan dan sasaran-
sasaran yang dapat dicapai secara lebih efisien dan lebih efektif dengan tindakan 
yang dilakukan secara bersama-sama. Organisasi merupakan suatu alat dalam 
mencapai tujuan dan sangat diperlukan oleh masyarakat, baik dalam bidang profit 
maupun jasa (pelayanan). Tujuan organisasi akan tercapai bilamana tiap-tiap 
individu yang ada dalam organisasi sadar akan tugas, wewenang, dan tanggung 
jawabnya sehingga pada akhirnya tujuan organisasi akan tercapai.  
Berdasarkan pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa organisasi 
merupakan kumpulan dari orang-orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan 
yang telah ditentukan, sehingga KPPT sebagai organisasi pemerintah yang 
memiliki aktivitas ataupun kegiatan dalam memaksimalkan peran untuk meraih 
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optimalisasi dan tujuan yang telah ditetapkan. 
KPPT dipercaya sebagai lembaga yang menjunjung kesederhanaan, 
transparansi, ketepatan waktu dan kualitas dalam pelayanan publik. KPPT 
mempunyai program pelayanan satu pintu. Program ini mempunyai arti 
percepatan penyelesaian perijinan, jaminan kepastian, pembayaran biaya retribusi 
yang fleksibel, dan proses perijinan yang transparan. Pelaksanaan program telah 
dilakukan yaitu dengan penerapan permohonan ijin yang lebih dari 1 (satu), maka 
persyaratan hanya 1 berkas dan akan selesai semua perijinannya secara bersamaan 
6 (enam) hari sejak permohonan diajukan lengkap. Program tersebut sesuai 
dengan tujuan KPPT, yaitu sebagai sebagai pelopor kemudahan dan kepastian 
dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta misi KPPT, yaitu meningkatkan 
kualitas publik, mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan 
publik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik, 
serta meningkatkan citra aparatur Negara menjadi semakin positif (LAKIP KPPT 
2009). Sesuai dengan tujuan pembentukan organisasi publik maka Kantor 
Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Surakarta sebagai salah satu organisasi 
pemerintahan yang bertugas melayani kepentingan masyarakat dalam perijinan 
dinilai berhasil apabila mampu mewujudkan tujuan yang dimaksud. Kinerja KPPT 
berarti menunjukkan seberapa jauh kemampuan KPPT dalam melayani kebutuhan 
masyarakat di bidang perijinan yang disesuaikan dengan tujuan-tujuan dan 
ketentuan-ketentuan yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah. 
Kinerja KPPT berarti menunjukkan seberapa jauh kemampuan KPPT 
dalam melayani kebutuhan masyarakat di bidang perijinan yang disesuaikan 
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dengan tujuan-tujuan dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan sebelumnya oleh 
pemerintah. 
 
3. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) 
Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) adalah surat ijin untuk dapat 
melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Menurut Peraturan Menteri 
Perdagangan Republik Indonesia No.09/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan 
dan Tata Cara Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan, SIUP formulir 
permohonan ijin yang diisi oleh perusahaan, yang memuat data-data perusahaan 
untuk memperoleh SIUP Kecil/Menengah/Besar/ dan SIUP Perseroan Terbuka. 
Setiap perusahaan atau setiap orang yang mempunyai usaha wajib 
memiliki SIUP. Hal ini dikarenakan SIUP merupakan tanda sebuah usaha itu 
dianggap legal atau resmi oleh pemerintah.  
Ada beberapa jenis SIUP , yaitu : 
a. SIUP Kecil 
SIUP Kecil wajib dimiliki oleh perusahaan dengan modal dan kekayaan 
bersih (netto) seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta 
rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 
b. SIUP Menengah 
SIUP Menengah wajib dimiliki olah perusahaan dengan modal dan 
kekayaan bersih (netto) seluruhnya di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta 
rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), tidak 
termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 
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c. SIUP Besar 
SIUP Besar wajib dimiliki oleh perusahaan dengan modal dan kekayaan 
bersih (netto) seluruhnya si atas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) 
tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 
d. SIUP Perseroan Terbuka (Tbk) 
SIUP ini wajib dimiliki oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) yang berstatus Perseroan Terbuka dan telah menjual saham perusahaan 
paling banyak 49% dari seluruh jumlah saham perusahaan kepada badan 
usaha dan/atau perorangan asing melalui penawaran secara umum dan 
terbuka. 
Kewajiban memiliki SIUP sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan 
Republik Indonesia No.09/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara 
Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan, dikecualikan terhadap: 
a. Cabang perusahaan atau perwakilan perusahaan 
b. Perusahaan kecil perorangan yang: 
1) tidak berbentuk Badan Hukum atau Persekutuan 
2) diurus, dijalankan atau dikelola sendiri oleh pemiliknya atau anggota 
keluarga/kerabat terdekat 
c. Pedagang keliling, pedagang asongan, pedagang pinggir jalan atau pedagang 
kaki lima. 
Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan SIUP antara lain : 
a. Mengisi formulir permohonan yang telah tersedia 
b. Fotocopy KTP penanggungjawab perusahaan 
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c. Surat ijin dari Pimpinan/Kepala Dinas/Instansi bagi anggota TNI, POLRI, 
PNS yang melakukan kegiatan usaha perdagangan. 
d. Surat ijin dari instansi terkait (Hotel, RM, Angkutan, dll) 
e. Fotocopy HO 
f. Fotocopy NPWP 
g. Neraca 
h. Fotocopy akte pendirian perusahaan 
i. Fotocopy perubahan (jika ada) untuk PT 
j. Materai Rp. 6.000,- 
 
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 
Menurut Soesilo dalam Hessel Nogi (2005: 180-181), kinerja suatu 
organisasi dipengaruhi adanya faktor-faktor berikut : 
1) Struktur organisasi sebagai hubungan internal yang berkaitan dengan 
fungsi yang menjalankan aktivitas organisasi; 
2) Kebijakan pengelolaan, berupa visi dan misi organisasi; 
3) Sumber daya manusia, yang berhubungan dengan kualitas karyawan untuk 
bekerja dan berkarya secara optimal; 
4) Sistem informasi manajemen, yang berhubungan dengan pengelolaan data 
base untuk digunakan dalam mempertinggi kinerja organisasi; 
5) Sarana dan prasarana yang dimiliki, yang berhubungan dengan 
penggunaan teknologi bagi penyelenggaraan organisasi pada setiap 
aktivitas organisasi.  
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Untuk mengetahui kinerja seseorang harus ditetapkan standar kinerjanya. 
Standar kinerja merupakan tolok ukur dari perbandingan antara apa yang telah 
dilakukan dengan apa yang diharapkan sesuai dengan pekerjaan atau jabatan yang 
dipercayakannya. Menurut Ruky dalam Hessel Nogi (2005: 180)  
mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh langsung terhadap tingkat 
pencapaian kinerja organisasi sebagai berikut: 
1) Teknologi yang meliputi peralatan kerja dan metode kerja yang digunakan 
untuk mengasilkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi. 
Semakin berkualitas teknologi yang digunakan, maka akan semakin tinggi 
tingkat kinerja organisasi tersebut. 
2) Kualitas input atau material yang digunakan oleh organisasi 
3) Kualitas lingkungan fisik yang meliputi keselamatan kerja, penataan 
ruangan, dan kebersihan 
4) Budaya organisasi sebagai pola tingkah laku dan pola kerja yang ada dalam 
organisasi yang bersangkutan 
5) Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi agar 
bekerja sesuai dengan standar tujuan organisasi 
6) Pengelolaan sumber daya alam manusia yang meliputi aspek kompensasi, 
imbalan, promosi, dan lain-lain. 
Sedangkan menurut Atmosoeprapto mengemukakan bahwa kinerja suatu 
organisasi akan sangat dipengaruhi oleh faktor internal maupun factor ekternal 
seperti berikut ini: 
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1) Faktor eksternal yang terdiri dari: 
a) Faktor politik, yaitu hal yang berhubungan dengan keseimbangan 
kekuasaan Negara yang berpengaruh pada keamanan dan ketertiban, 
yang akan memperngaruhi ketenangan organisasi untuk berkarya 
secara maksimal 
b) Faktor ekonomi, yaitu tingkat perkembangan ekonomi yang 
berpengaruh pada tingkat pendapatan masyarakat sebagai daya beli 
untuk menggerakkan sector-sektor lainnya sebagai suatu system 
ekonomi yang lebih besar 
c) Faktor social, yaitu orientasi nilai yang berkembang di tengah 
masyarakat, yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap etos 
kerja yang dibutuhkan bagi peningkatan kinerja otganisasi 
2) Faktor internal yang terdiri dari: 
a) Tujuan organisasi, yaitu apa yang ingin dicapai dan apa yang ingin 
diproduksi oleh suatu organisasi 
b) Struktur organisasi, sebagai hasil desain antara fungsi yang akan 
dijalankan oleh unit organisasi dengan struktur formal yang ada 
c) Sumber daya manusia, yaitu kualitas dan pengelollan anggota 
organisasi sebagai penggerak jalannya organisasi secara keseluruhan 
d) Budaya organisasi, yaitu gaya dan identitas suatu organisasi dalam 
pola kerja yang baku dan menjadi citra organisasi yang bersangkutan. 
(Hessel Nogi, 2005: 180-181). 
Gibson mengemukakan bahwa faktor organisasi  yang berpengaruh 
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terhadap kinerja adalah struktur organisasi, desain pekerjaan, kepemimpinan, 
sistem penghargaan. (id.wikipedia.org) Senada dengan pengertian tersebut, dalam 
Performance Appraisal Handbook, A Guide for Managers/Supervisors and 
Employees (1995: 18) menyatakan bahwa “Good performance should be 
recognized without waiting for nominations for formal awards to be 
solicited”.(http://www.doi.gov/hrm/guidance/pdf) 
Yuwono dkk. dalam Hessel Nogi (2005: 180) mengemukakan bahwa 
faktor-faktor yang dominan mempengaruhi kinerja suatu organisasi meliputi 
upaya manajemen dalam menerjemahkan dan menyelaraskan tujuan organisasi, 
budaya organisasi, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki organisasi dan 
kepemimpinan yang efektif. Dan dalam Int. J. Business Performance 
Management, Vol.10, No.1, 2008 Copyright “The strategic management of 
operations system Performance”, Edson Pinheiro de Lima (2008: 113) 
menyatakan bahwa “A strategic PM (Performance Management) system may be 
defined as a system that uses the information to produce a positive change to 
organizational culture, systems and processes” 
(http://www.inderscience.com/sample.php?id). 
Dari pemaparan diatas, indikator faktor yang mempengaruhi kinerja yang 
digunakan dalam penelitian ini terdiri dari: 
1. Sumber daya manusia, yang berhubungan dengan kualitas karyawan untuk   
bekerja dan berkarya secara optimal; 
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2. Sarana dan prasarana yang dimiliki, yang berhubungan dengan 
penggunaan teknologi bagi penyelenggaraan organisasi pada setiap 
aktivitas organisasi; 
3. Kepemimpinan sebagai upaya untuk mengendalikan anggota organisasi 
agar bekerja sesuai dengan standar tujuan organisasi 
Sistem informasi manajemen, yang berhubungan dengan pengelolaan data base 
untuk digunakan dalam mempertinggi kinerja organisasi. 
 
5. Penilaian Kinerja 
Penilaian kinerja akan menimbulkan perbaikan atau peningkatan kinerja 
karyawan yang kemudian berdampak positif pada kinerja organisasi secara 
keseluruhan. James B. Whittaker (dalam Hessel Nogi, 2005:171) mengemukakan 
bahwa pengukuran /penilaian kinerja merupakan suatu alat manajemen yang 
digunakan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran (goals and objectivites). 
Menurut Mac Donald dan Lawton dalam Yeremias T. Keban (1995:1) bagi 
setiap organisasi penilaian/pengukuran kinerja merupakan suatu kegiatan yang 
sangat penting. Penilaian/pengukuran tersebut dapat digunakan sebagai ukuran 
keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu, selain itu, dapat juga 
dijadikan input bagi perbaikan atau peningkatan kinerja organisasi selanjutnya. 
Harty dalam Yeremias T. Keban (1995:1) juga menambahkan, dalam instansi 
pemerintah khususnya, penilaian kinerja sangat berguna untuk menilai kuantitas, 
kualitas, dan efisiensi pelayanan, memotovasi para birikrat pelaksanan, memonitor 
para kontraktor, melakukan penyesuaian budget, mendorong pemerintah agar 
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memperhatikan kebutuhan masyarakat yang dilayani, dan menentukan perbaikan 
dalam pelayanan publik.  
Penilaian kinerja menurut Achmad S. Rucky (2001:158), dilakukan pada 
akhir periode tertentu yang telah ditetapkan, yaitu membandingkan antara hasil 
yang sebenarnya diperoleh dengan yang direncanakan, sehingga dapat diketahui 
mana yang telah dicapai sepenuhnya, mana yang di atas standar (target) dan mana 
yang di bawah target atau tidak tercapai penuh. FC. Gomes (1995:35) 
mengemukakan bahwa tujuan penilaian performansi adalah untuk mereward 
performansi sebelumnya (to reward past performance) dan untuk memotivasi 
perbaikan performansi pada waktu yang akan datang (to motivate performance 
improvement). 
Penilaian kinerja organisasi merupakan suatu kegiatan yang sangat penting 
karena digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasidalam misinya. 
Penilaian tersebut berupaya untuk memperbaiki kinerja agar bisa dilakukan secara 
lebih terarah dan sistematis. Penilaian ini dilakukan dengan penilaian indikator 
kinerja, sehingga dapat menentukan apakah suatu organisasi publik dapat 
dikatakan berhasil atau tidak. Menurut Gomes (1997:136), kriteria performansi 
dapat diukur secara objektif untuk pengembangannya diperlukan kualifikasi 
tertentu, yaitu meliputi: relevansi, reliability, dan discrimination. Adapun yang 
dimaksud dengan relevansi disini adalah menunjukkan tingkat kesesuaian antara 
kriteria dengan tujuan performansi. Reabilitas menunjukkan tingkat mana kriteria 
menciptakan suatu hasil yang konsisten. Diskriminasi mengukur tingkat mana 
suatu kriteria performansi bisa memperlihatkan perbedaan-perbedaan dalam 
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performansi. 
Timple Dale (1992:397-398) juga menjelaskan beberapa kriteria yang bisa 
digunakan untuk menunjukkan tingkat kinerja yang dihasilkan oleg suatu 
organisasi yaitu antara lain: 
1) Kategori buruk 
Kinerja dikatakan buruk apabila kinerja berada di bawah harapan atau sasaran 
minimum, seperti yang diperlihatkan dengan membandingkan hasil-hasil yang 
terbatas dalam memperbaiki kelemahan-kelemahan serta upaya perbaikan 
hasil kerja diperlukan untuk meningkatkan kinerja ke tingkat yang cukup 
tinggi. 
2) Kategori sedang 
Disini karyawan memenuhi sebagian besar harapan kerja minimum yang 
ditentukan bagi individu tersebut. Mereka mengambil beberapa tindakan 
mandiri, tetapi biasanya bergantung pada pengawas. 
3) Kategori baik 
Disini kinerja memuaskan karena telah memenuhi persyaratan-persyaratan 
esensial serta mncapai hasil yang dianggap beralasan dan dapat dicapai pada 
seorang karyawan dengan masa ini, pengalaman serta pelatihan masa lalu. 
Kinerja cukup bila membandingkan hasil-hasil yang dicapai dengan sasaran 
yang telah ditentukan. Umumnya pegawai karyawan dapat mengantisipasi 
masalah dan mencari bantuan dalam mengambil tindakan kolektif. 
4) Kategori sangat baik 
Kinerja berada di atas normal dan telah memperlihatkan kemampuan untuk 
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mencapai hasil dalam banyak bidang melampaui yang dibutuhkan untuk 
mencapai sasaran yang ditetapkan. 
5) Kategori baik sekali 
Disini kinerja luar biasa di semua aspek. Prestasi dan hasil kerja sangat tinggi 
selama beberapa waktu. Kinerja mendekati yang paling baik yang dapat 
diharapkan pada pekerjaan waktu ini, serta bisa menangani masalah yang 
paling sulit hanya dengan bimbingan sekali-kali. 
Suyadi (1999:195) menjelaskan bahwa kinerja perusahaan yang baik tidak 
semata-mata hanya diukur berdasarkan besar kecilnya hasil usaha yang diraih, 
tetapi lebih penting dari itu adalah unsur proses yang mendukungnya, yaitu: 
6. Mutu pelayanan sekaligus mutu produk yang dilaksanakan secara terpadu. 
7. Keandalan manajemen yang meliputi efisiensi dan efektivitas perusahaan. 
8. Perilaku etis dan kejujuran yang dimiliki perusahaan. 
Perkembangan lingkungan global telah memberikan andil yang besar 
kepada birokrasi untuk semakin meningkatkan daya saing dalam kerangka pasar 
bebas dan tuntutan globalisasi. Unsur-unsur di atas bisa digunakan dalam 
birokrasi jika dipandang perlu dan sesuai dengan tujuannya yaitu memberikan 
pelayanan yang sebaik mungkin kepada publik 
 
6. Indikator-Indikator Kinerja 
Penilaian terhadap kinerja secara tidak langsung dapat dilakukan dengan 
menggunakan beberapa indikator kinerja. Mohammad Mahsun (2006:71) 
mengemukakan bahwa indikator kinerja (performance indicators) sering 
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disamakan dengan ukuran kinerja (performance measure), namun sebenarnya 
meskipun keduanya merupakan kriteria pengkuran kinerja, terdapat perbedaan 
makna. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung, 
yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja, sehingga 
bentuknya cenderung kualitatif, sedangkan ukuran kinerja yang mengacu pada 
penilaian kinerja secara langsung, sehingga bentuknya bersifat kuantitatif.Menurut 
Bastian dalan Zainal Syaffrudin dalam Hessel Nogi S. Tangkilisan (2004:21) 
indikator kinerja organisasi adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang 
menggambarkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan 
dengan memperhitungkan elemen-elemen indikator berikut ini : 
1. Indikator masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar 
organisasi mampu menghasilkan produknya, baik barang atau jasa, yang 
meliputi sumber daya manusia, informasi, kebijakan, dan sebagainya. 
2. Indikator keluaran (uotputs) yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai 
dari suatu kegiatan yang berupa fisik ataupun non fisik. 
3. Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 
berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). 
4. Indikator manfaat (benefit) adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir 
pelaksanaan kegiatan. 
5. Indikator dampak (impacts) adalah pengaruh yang ditimbulkan, baik posotif 
maupun negatif pada setiap tingkatan indikator berdasarkan asumsi yang telah 
ditetapkan. 
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Cakupan dan cara mengukur kinerja sangat menentukan apakah suatu 
organisasi publik dapat dikatakan berhasil atau tidak. Ukuran kinerja itu tentunya 
harus merefleksikan tujuan dan misi organisasi yang bersangkutan sehingga 
berbeda satu dengan yang lainnya. Hal inilah yang mengakibatkan kesulitan 
dalam pengukuran kinerja organisasi pelayanan publik, karena tujuan dari 
organisasi publik seringkali bukan hanya sangat kabur, tetapi juga bersifat 
multidimensional. Selain itu organisasi publik mempunyai stakeholders jauh lebih 
banyak dan kompleks ketimbang organisasi swasta, dimana mereka sering kali 
memiliki kepentingan yang berbenturan antara satu dengan yang lainnya. Hal 
tersebut mengakibatkan ukuran kinerja organisasi publik di mata para 
stakeholders juga menjadi berbeda-beda. 
Kumorotomo (1996) dalam Agus Dwiyanto (2002:50) menggunakan 
beberapa kriteria untuk dijadikan pedoman dalam menilai kinerja organisasi 
publik, antara lain adalah sebagai berikut: 
1. Efisiensi 
Efisiensi menyangkut pertimbangan keberhasilan organisasi pelayanan publik 
mendapatkan laba, memanfaatkan factor-faktor produksi serta pertimbangan 
yang berasal dari rasionalitas ekonomis. 
2. Efektivitas 
Apakah tujuan dari didirikannya organisasi pelayanan publik tersebut 
tercapai? Berkaitan erat dengan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan 
organisasi, serta fungsi agen pembangunan. 
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3. Keadilan 
Kriteria ini erat kaitannya dengan konsep ketercukupan atau kepantasan. 
Keduanya mempersoalkan apakah tingkat efektivitas tertentu,  kebutuhan dan 
nilai-nilai dalam masyarakat dapat terpenuhi. 
4. Daya tanggap 
Kriteria organisasi tersenut secara keseluruhan harus dapat 
dipertanggungjawabkan secara transparan demi memenuhi criteria data 
tanggap ini. 
Agus Dwiyanto (1995:1) mengemukakan bahwa pejabat birokrasi atasan 
sering kali menempatkan pencapaian target sebagai ukuran kinerja dari organisasi 
publik, sementara masyarakat pengguna jasa lebih suka menggunakan kualitas 
layanan sebagai ukuran kinerja, sehingga terdapat lima indikator untuk menilai 
kinerja organisasi publik, yaitu: 
1. Produktivitas 
Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga 
efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio 
antara input dengan output. 
2. Kualitas layanan 
Dengan menggunakan indikator ini, informasi mengenai kepuasan masyarakat 
seringkali tersedia secara mudah dan murah. 
3. Responsivitas  
Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan 
masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan 
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program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi 
masyarakat. 
4. Responsibilitas 
Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi itu 
dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang baik dan benar atau 
sesuai dengan kebijakan organisasi. 
5. Akuntabilitas 
Konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar 
kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan kehendak 
masyarakat banyak. 
Kinerja yang baik dicapai apabila output yang dihasilkan yaitu pelayanan 
yang dapat menimbulkan kepuasan pada pihak yang dilayani. Berdasarkan tugas 
dan fungsi yang dimiliki oleh KPPT, maka muncul indikator yang dianggap 
mempunyai kesesuaian antara kinerja dengan tujuan performansi KPPT. 
Efektivitas dan efisiensi disini dapat dijadikan sebagai indikator kinerja organisasi 
publik, namun demikian hanya mencakup pada internal organisasi saja, sedangkan 
untuk mengukur kinerja, di dalamnya juga mencakup mengenai kepuasan 
masyarakat sehingga untuk mengetahui bagaimana kepuasan masyarakat terhadap 
kinerja organisasi tersebut dengan menjadikan kualitas pelayanan sebagai 
indikator  kinerja organisasi. Akuntabilitas digunakan untuk menilai apakah 
organisasi tersebut melaksanakan kegiatan sesuai dengan prinsip-prinsip atau 
peraturan nilai dan norma yang berlaku. 
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Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut indikator-indikator yang 
digunakan untuk mengukur kinerja KPPT Surakarta dalam penerbitan SIUP, 
sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yaitu efektivitas, efisiensi, dan  
kualitas pelayanan. 
a) Efektivitas 
Pariata Westra dalam Ensiklopedia Administrasi (1989:147) menjelaskan 
bahwa efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai 
terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Apabila seseorang melakukan 
perbuatan mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki. Jadi kata efektif 
berarti terjadinya suatu efek atau akibat dengan maksud tertentu yang memang 
dikehendaki, maka orang itu dikatakan efektif jika menimbulkan akibat yang 
dikehendaki dalam suatu perbuatan. 
Efektivitas menurut Gaertner dan Ramayana dalam Gomes (1997:163) 
dijelaskan bahwa efektivitas dalam suatu organisasi bukan suatu benda, suatu 
tujuan, atau suatu karakteristik dari output atau perilaku organisasi, tetapi cukup 
suatu pernyataan dari relasi-relasi di dalam dan diantara jumlah yang relevan dari 
suatu organisasi tersebut. 
Menurut Chester I. Barnard dalam Suyadi (1999:27) mengemukakan 
apabila suatu tujuan tertentu akhirnya dapat dicapai, kita boleh mengatakan bahwa 
kegiatan tersebut efektif. Selanjutnya dijelaskan bahwa efektivitas berhubungan 
dengan pelaksanaan yang dapat mencapai suatu tujuan dalam suatu sistem, dan 
dalam hal ini ditentukan dengan suatu pandangan dapat memenuhi kebutuhan 
sistem itu sendiri. 
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Richard M. Steers (1985:46) berpendapat bahwa: 
“Efektivitas organisasi adalah sejauh mana organisasi melaksanakan seluruh tugas 
pokoknya mencapai sasarannya”. 
Konsep efektivitas bisa diukur dari dua dimensi yaitu: 
1) Ukuran-ukuran efektivitas yang univariasi. 
Mengukur efektivitas dari sudut terpenuhinya beberapa kriteria akhir. Berikut 
daftar ukuran univariasi untuk efektivitas organisasi. 
a) Efektivitas keseluruhan, yaitu sejauh mana organisasi melaksanakan 
seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasarannya. 
b) Kualitas, yaitu kualitas jasa atau produk primer yang dihasilkan oleh 
organisasi. 
c) Produktivitas, yaitu kuantitas atau volume dari produk atau jasa pokok 
yang dihasilkan organisasi. 
d) Kesiagaan, yaitu penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan, 
bahwa organisasi mampu menyelesaikan sesuatu tugas khusus dengan baik 
jika diminta. 
e) Efisiensi, yaitu nisbah yang mencerminkan perbandingan beberapa aspek 
prestasi unit terhadap biaya untuk menghasilkan prestasi tersebut. 
f) Laba atau penghasilan, yaitu penghasilan atas penanaman modal yang 
dipakai untuk menjalankan organisasi dilihat dari sudut pandangan si 
pemilik. 
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g) Pertumbuhan, yaitu penambahan dalam hal-hal tenaga kerja, fasilitas 
pabrik, harga, penjualan, laba, bagian pasar, dan penemuan-penemuan 
baru. 
h) Pemanfaatan lingkungan, yaitu batas keberhasilan organisasi berinteraksi 
dengan lingkungannya, memperoleh sumber daya yang langka dan 
berharga yang diperlukannya untuk operasi yang efektif. 
i) Stabilitas, yaitu pemeliharaan struktur, fungsi, dan sumber daya sepanjang 
waktu, khususnya dalam periode-periode sulit. 
j) Perputaran atau keluar masuknya pekerja, yaitu frekuensi atau jumlah 
pekerja dan keluar atas permintaannya sendiri. 
k) Kemangkiran, yaitu frekuensi kejadian-kejadian pekerja bolos dari 
pekerja. 
l) Kecelakaan, yaitu frekuensi-frekuensi dalam pekerjaannya yang berakibat 
kerugian waktu untuk turun mesin atau waktu penyembuhan/perbaikan. 
m) Semangat kerja, yaitu kecenderungan anggota organisasi berusaha lebih 
keras mencapai tujuan dan sasaran organisasi termasuk perasaan terikat. 
n) Motivasi, yaitu kekuatan kecenderungan seorang individu melibatkan diri 
dalam kegiatan yang berarahkan sasaran dalam pekerjaan. 
o) Kepuasan, yaitu tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan 
atau pekerjaannya dalam organisasi. 
p) Penerimaan tujuan organisasi, yaitu diterimanya tujuan-tujuan organisasi 
oleh setiap pribadi dan oleh unit-unit dalam organisasi. 
q) Kepaduan konflik-konflik kompak, yaitu Dimensi berkutub dua. 
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r) Keluwesan adaptasi, yaitu kemampuan sebuah organisasi untuk mengubah 
prosedur standar operasinya jika lingkungannya berubah. 
s) Penilaian oleh pihak lain, yaitu penilaian mengenai organisasi atau unit 
organisasi oleh mereka dalam lingkungannya. 
2) Ukuran efektivitas yang multivariasi 
Meninjau efektivitas dari sudut pencapaian tujuan, bahwa rumusan 
keberhasilan organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran 
organisasi tetapi juga mekanismenya mempertahankan diri dan mengejar 
sasarannya. Penilaian efektivitas dengan kata lain harus berkaitan dengan 
masalah sarana maupun tujuan-tujuan organisasi. 
Berdasarkan uraian tentang konsep efektivitas di atas, maka dapat 
disimpulkan bahwa efektivitas merupakan tingkat keberhasilan suatu organisasi 
dalam melaksanakan tugas dan direncanakan dapat tercapai sehingga pelaksanaan 
suatu tugas itu telah diselesaikan sesuai dengan rencana sesuai dengan tujuan 
KPPT.  
b) Efisiensi 
Efisiensi menurut Agus Dwiyanto (2002:73) adalah perbandingan terbaik 
antara input dan output pelayanan. Secara ideal, pelayanan akan efisiensi apabila 
birokrasi pelayanan dapat menyediakan input pelayanan, seperti biaya dan waktu 
pelayanan yang meringankan masyarakat pengguna jasa, dengan kata lain, 
efisiensi pada sisi input digunakan untuk melihat seberapa jauh kemudahan akses 
publik terhadap sistem pelayanan yang ditawarkan. Pada sisi output pun, birokrasi 
ideal harus dapat memberikan produk palayanan yang berkualitas, terutama aspek 
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biaya dan waktu pelayanan. Atau efisiensi dari sisi output digunakan untuk 
melihat pemberian produk pelayanan oleh birokrasi tanpa disertai adanya tindakan 
pemaksaan kepada publik untuk mengeluarkan biaya ekstra pelayanan, seperti 
suap, sumbangan sukarela, dan lain-lain. 
The Liang Gie (1981:30) berpendapat bahwa efisiensi adalah 
perbandingan terbaik antara suatu kerja dengan hasil yang dicapai oleh kerja itu. 
Perbandingan ini dapat dilihat dari 2 (dua) segi, yaitu : 
1) Segi hasil, yaitu setiap pekerjaan yang dapat dikatakan efisiensi kalau usaha 
tertentu memberikan hasil yang maksimal, maksimal mengenai mutu atau 
jumlah satuan hasil. 
2) Segi usaha, yaitu suatu pekerjaan dapat dikatakan efisiensi kalau suatu hasil 
tertentu tercapai dengan usaha yang maksimal. Usaha dapat dikembalikan 
kepada 5(lima) unsur, yaitu : 
- Pikiran 
- Tenaga 
- Waktu 
- Ruang 
- Benda termasuk uang 
Efisiensi KPPT Surakarta yaitu perbandingan antara kerja yaitu biaya 
(uang), ruang, waktu, dan tenaga dengan hasil yang dicapai oleh kerja itu, dalam 
hal ini peningkatan jumlah pelanggan KPPT, khususnya pemohon SIUP dan 
kepuasan pelanggan itu sendiri. 
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c) Kualitas Pelayanan 
Kata kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda, dan bervariasi. 
Banyak pakar yang mencoba mendefinisikan kualitas berdasarkan sudut 
pandangnya masing-masing. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut : 
a. Performance to the standard expected by customers 
b. Providing our costumers with product and service that consitenly meet their 
needs and expectations 
c. Doing the thing the first time, always strifing for improvement, and always 
satisfying the customers 
d. Continous good product which a customers can trus 
a. Melakukan pekerjaan dengan standar yang diharapkan pelanggan 
b. Memberikan kepada pelanggan barang-barang dan pelayanan yang pasti 
sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka 
c. Melakukan pekerjaan yang benar pada saat pertama, selalu berusaha untuk 
perbaikan dan selalu memuaskan pelanggan 
d. Selalu memberikan baranga bagus yang dapat dipercaya pelanggan (Fandy 
Tjiptono, 1998:3) 
 
Vincent Gasperz (2003:5), kualitas didefinisikan sebagai totalitas dari 
karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan 
kebutuhan yang dispesifikasikan atau ditetapkan. Kualitas seringkali diartikan 
sebagai kepuasan pelanggan (customer satisfaction) atau konformasi terhadap 
kebutuhan atau persyaratan (confrontance to the requirement). Kualitas juga dapat 
diartikan sebagai segala sesuatu yang menentukan kepuasan pelanggan dan upaya 
perubahan ke arah perbaikan terus-menerus. 
Beberapa kesamaan ditemukan dari definisi-definisi yang ada, meskipun 
tidak ada definisi mengenai kualitas yang diterima secara universal, yaitu 
mengandung elemen-elemen sebagai berikut: 
- kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. 
- kualitas mencakup produk, jasa manusia, proses dan lingkungan. 
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- kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah. 
Goetsh dan Davis (1994:4) dalam Fandy Tjiptono (1998:4) dengan 
berdasarkan elemen-elemen tersebut, membuat definisi tentang kualitas yang lebih 
luas cakupannya, yakni merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan 
dengan produk, jasa manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau 
melebihi harapan. 
Berdasarkan pengertian tentang kualitas di atas, tampak bahwa kualitas 
selalu berfokus pada pelanggan (customer focused quality), dengan demikian 
produk-produk dalam hal ini jasa, didesain, diproduksi, serta pelayanan diberikan 
untuk memenuhi keinginan pelanggan. Hal ini dikarenakan kualitas mengacu pada 
segala sesuatu yang menentukan kepuasan pelanggan, suatu produk yang 
dihasilkan baru dapat dikatakan berkualitas apabila sesuai dengan keinginan 
pelangggan, dapat dimanfaatkan dengan baik, serta diproduksi (dihasilkan) 
dengan cara yang baik dan benar. 
Fandy Tjiptono (1998:102)  mengatakan bahwa ukuran kepuasan itu 
sangat sulit untuk didefinisikan. 
“Kepuasan pelanggan sendiri tidak mudah didefinisikan, ada beberapa macam 
pengertian yang diberikan oleh para pakar. Day (dalam TSe dan Wilton, 
1988:204) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah respon pelanggan 
terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan sebelumnya 
(atau norma kinerja sebelumnya) dan kinerja actual produk yang dirasakan setelah 
pemakaiannya, Wilkie (1990:662) mendefinisikan sebagai suatu tanggapan 
emisional pada evaluasi terhadap pengalaman konsumsi suatu produk atau jasa”. 
 
Wujud pelayanan yang didambakan oleh pengguna jasa dalam Moenir 
(2000:41-44) mencakup antara lain: 
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a. Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan 
yang cepat dalam arti tanpa hambatan yang kadang kala dibuat. 
b. Memperoleh pelayanan secara wajar tanpa gerutu, sindiran atau untaian 
lain semacam itu yang nadanya mengarah pada permintaan sesuatu baik 
dengan alasan untuk organisasi/perusahaan atau alas an untuk 
kesejahteraan. 
c. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap kepentingan 
yang sama, tertib dan tidak pandang bulu. 
d. Pelayanan yang jujur dan terus terang, artinya apabila ada hambatan suatu 
masalah yang tidak dapat dielakkan hendaknya diberitahukan, sehingga 
orang tidak menunggu sesuatu yang tidak menentu. 
Zeithaml, Berry dan Parasuman (1985) dalam Fandy Tjiptono (1998:27-
28) merinci kriteria penentu kualitas jasa pelayanan menjadi lima kriteria, yaitu: 
1. Bukti langsung (tangibels), meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai, 
dan sarana komunikasi. 
2. Kehandalan (reability), yakni kemampuan memberikan layanan dengan 
segera dan memuaskan. 
3. Daya tanggap (responsiveness), yaitu keinginan para staff untuk 
membantu pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap. 
4. Jaminan (assurance), mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat 
dipercaya yang dimiliki para staff, bebas dari bahaya resiko atau keraguan. 
5. Empati, meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan komunikasi 
yang baik dan memahami kebutuhan para pelanggan. 
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Kinerja birokrasi pelayanan publik di Indonesia, pemerintah melalui 
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) Nomor 81 Tahun 
1993 telah memberikan berbagai rambu-rambu pemberian pelayanan kepada 
birokrasi publik secara baik. Terdapat 8 dimensi kualitas pelayanan, yaitu: 
1. Kesederhanaan, artinya prosedur/tata cara pelayanan diselenggarakan 
secara mudah, lancer, cepat tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan 
mudah dilaksanakan. 
2. Kejelasan dan kepastian, artinya adanya kejelasan dan kepastian mengenai 
prosedur pelayanan, rincian biaya pelayanan, jadwal waktu penyelesaian 
pelayanan, serta hak dan kewajiban baik pemberi maupun penerima 
pelayanan. 
3. Keamanan, artinya proses serta hasil layanan dapat memberikan keamanan 
dan kenyamanan baik secara fisik meupun non fisik. 
4. Keterbukaan, artinya prosedur pelayanan, serta hal-hal lain yang berkaitan 
dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah 
diketahui dan dipahami oleh masyarakat pengguna, baik diminta maupun 
tidak diminta. 
5. Efisiensi, dalam arti pelayanan yang disediakan berdaya guna atau tepat 
guna serta menghasilkan manfaat bagi masyarakat pengguna. 
6. Ekonomis, dalam arti pengenaan biaya pelayanan harus ditetapkan secara 
wajar dengan memperhatikan nilai jasa pelayanan serta kondisi dan 
kemampuan untuk membayar. 
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7. Keadilan yang merata, dalam arti jangkauan pelayanan harus 
didistribusikan secara merata kepada masyarakat serta memperlakukan 
mereka secara adil tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya. 
8. Ketepatan, dala arti pelayanan dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang 
telah ditentukan serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
Berdasarkan beberapa pengertian dan konsep mengenai kualitas 
pelayanan, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan merupakan suatu kondisi 
dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa manusia, proses dan lingkungan 
yang memenuhi atau melebihi harapan para penggunanya. Penulis dalam 
penelitian ini menekankan kualitas pelayanan pada tingkat kepuasan dari 
masyarakat terhadap pelayanan KPPT Surakarta dalam penerbitan SIUP, yang 
ditentukan dari tolak ukur kualitas pelayanan itu sendiri. Indikator yang akan 
digunakan dalam penelitian ini adalah bukti langsung (tangibels) yang meliputi 
fasilitas fisik, kehandalan (reliability) yakni kemampuan memberikan pelayanan, 
daya tanggap (responsiveness), jaminan (assurance), dan empati. 
d) Akuntabilitas 
Tema akuntabilitas publik menurut Wiltshire dalam Denny BC Hariandja 
(2000), berarti penilaian yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat meupun 
individu atas tingkat tanggung jawab dalam tindakan-tindakan atas keputusan-
keputusan (termasuk semua pembelanjaan dan penggunaan uang publik) yang 
diambil oleh pejabat Negara. 
Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agen) 
untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan 
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mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya 
kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewajiban 
untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. 
Chandler and Plano dalam Joko Widodo (2001:148) mengartikan 
akuntabilitas sebagai “refers to the institution of checks and balances in an 
administrative system”. (Akuntabilitas menunjuk pada institusi tentang “checks 
and balances” dalam sistem adminstrasi). Akuntabilitas berarti menyelenggarakan 
penghintungan (account) terhadapa sumber daya atau kewenangan yang 
digunakan. Sedangkan akuntabilitas menurut The oxford Advance leaner’s 
dictionary yang dikutip Lembaga Administrasi Negara diartikan sebagai “required 
or expected to give one’s action”. Akuntabilitas diperlukan atau diharapkan untuk 
memberikan penjelasan atas apa yang telah dilakukan. Dengan demikian 
akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau 
menjawab atau menerangkan kinerja atas tindakan seseorang/badan 
hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau 
kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. 
Akuntabilitas dapat disimpulkan sebagai kewajiban seseorang atau unit 
organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian 
sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam 
rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media 
pertanggungjawaban secara periodik (LAN dalam JW, 2001:149). 
Agar akuntabilitas itu dapat berfungsi dengan baik, menurut Jabbra dan 
Dwivedi dalam buku Kapitalisme Birokrasi (2001:29), maka harus 
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memperhatikan hal-hal sebagai berikut (1) aparat publik memahami dan 
menerima tanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugasnya dengan berhasil. (2) 
aparrat publik diberi kewenangan yang sama besarnya dengan tanggung 
jawabnya; (3) kegiatan evaluasi kinerja aparat yang efektif dan dapat diterima 
akan dimanfaatkan dan hasil-hasilnya dikomunikasikan baik pada pimpinannya 
maupun individu-individu tertentu; (4) tindakan-tindakan yang akurat, adil, dan 
tepat waktu, akan diambil sehubungan dengan adanya hasil-hasil yang diperoleh 
dan cara-cara pencapaian tujuan; (5) diperlukan komitmen dari pimpinan politik 
dan para menteri seharusnya tidak hanya menghormati mekanismen dan prosedur 
akuntabilitas, tetapi lebih  penting adalah menghindari penggunaan 
kewenangannya untuk mempengaruhi peran dan fungsi administrasi. 
Menurut Chandler and Plano (1982:107) dalam Joko Widodo (2001:148) 
membedakan akuntabilitas dalam lima macam: 
1) Fiscal accountability merupakan tanggung jawab atas dana publik yang 
digunakan. 
2) Legal accountability, merupakan pertanggungjawaban atas ketaatan 
terhadap peraturan perundang-perundangan. 
3) Program accountability, merupakan tanggung jawab atas pelaksanaan 
program. 
4) Process accountability, tanggung jawab atas pelaksanaan prosedur. 
5) Outcome accountability, tanggung jawab atas hasil pelaksanaan tugas. 
Akuntabilitas merupakan salah satu indikator yang penting untuk 
mengetahui sejauh mana KPPT Surakarta bertanggung jawab dalam 
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melaksanakan tugasnya untuk menerbitkan SIUP sesuai dengan peraturan yang 
ada, bagaimanakah dana publik itu digunakan dan untuk apa, dan apakah kerja 
mereka sudah sesuai dengan prosedur yang ada. 
 
F. Kerangka Berpikir 
Kinerja KPPT Surakarta merupakan kemampuan KPPT dalam 
melaksanakan tugas-tuganya dalam pelayanan jasa informasi di bidang pelayanan 
perijinan guna mencapai tujuan dan misi secara optimal. Kinerja ini diharapkan 
mampu menjelaskan apakah organisasi KPPT Surakarta mampu melaksanakan 
tugas-tugas dan fungsi-fungsi yang diembankan kepadanya secara optimal 
berhasil di dalam melayani masyarakat sebagai pengguna jasa, khususnya dalam 
pelayanan penerbitan SIUP. 
Kriteria yang digunakan di dalam mengukur kinerja KPPT Surakarta ini 
adalah efektivitas, efisiensi, kualitas pelayanan, dan akuntabilitas. Supaya kinerja 
KPPT berhasil, maka perlu diketahui hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi 
KPPT dalam pelaksanaan pelayanan penerbitan SIUP, sehingga hambatan-
hambatan tersebut bisa diatasi dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja 
KPPT Surakarta serta akan berimplikasi pada kepuasan pelanggan KPPT. 
Kerangka berfikir dari penelitian ini dapat dilihat dari gambar di bawah ini: 
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Bagan 1.1 
Kerangka Pemikiran 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
G. Metode Penelitian 
1. Lokasi Penelitian. 
Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 
(KPPT) yang beralamatkan di Jl. Jend. Sudirman 2 Surakarta. Adapun 
pemilihan lokasi tersebut berdasarkan pada beberapa pertimbangan 
sebagai berikut : 
- Kota Surakarta telah berkembang menjadi kota yang mempunyai 
berbagai daya tarik. Selain karena potensi yang dimiliki, Surakarta 
juga mempunyai daya tarik investasi bagi para investor. Dengan 
masuknya investor ke Surakarta maka pemkot berusaha memperbaiki 
instansi pelayanan publik, sesuai Perda Kota Surakarta No. 6 Tahun 
2008, dengan membentuk KPPT pada 31 Desember 2009 sebagai 
pengganti UPT yang bertujuan untuk mempermudah pengurusan 
Kinerja KPPT Surakarta: 
- Efektivitas 
- Efisiensi 
- Kualitas pelayanan 
- Akuntabilitas 
 
Hambatan-hambatan 
yang dihadapi dalam 
melaksanakan 
pelayanan penerbitan 
SIUP 
Peningkatan 
kinerja KPPT 
Surakarta 
50 
 
 
permohonan ijin, salah satunya penerbitan SIUP. Dalam hal ini, selain 
terhitung baru, KPPT Surakarta sebagai instansi yang paling 
berwenang dalam penerbitan perijinan, dituntut mengoptimalkan 
kinerjanya dalam penerbitan perijinan guna menciptakan kemudahan 
bagi para investor dan masyarakat kota Surakarta. 
- Adanya kesempatan dan ijin penelitian yang diberikan pihak KPPT 
Surakarta kepada penulis untuk melakukan penelitian. 
2. Jenis Peneitian 
Pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 
yaitu pendekatan yang berusaha untuk memberikan gambaran mengenai 
berbagai hal yang ada menjadi bahan penelitian dengan cara menggali, 
mendalami, menemukan fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang 
dihadapi untuk kemudian dipaparkan melalui penafsiran dan dianalisa 
menggunakan penelitian kualitatif.  
Menurut Denzin dan Lincoln (1987) penelitian kualitatif 
merupakan penelitian atas dasar alamiah, dengan maksud menafsirkan 
fenomena yang terjadi dan menggunakan berbagai metode yang ada (Lexy 
J. Moleong, 2009 : 5). Jadi penelitian ini berusaha menggambarkan atau 
mendeskripsikan bagaimana kinerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu 
(KPPT) Surakarta dengan menggunakan beberapa indikator kinerja dalam 
memberikan pelayanan penebitan SIUP. Sebagian besar data yang ada 
berupa kata-kata, namun ada pula data yang berupa angka. Data-data yang 
terkumpul ini dianalisis sesuai dengan apa yang ditemui di lapangan. 
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3. Sumber Data Penelitian 
a) Data Primer. 
Data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dimana 
peneliti terjun langsung pada obyek penelitian yang bersangkutan 
untuk memperoleh data. Data ini diperoleh secara langsung dari para 
informan melalui wawancara dengan pihak yang berkompeten. 
Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah : 
1. Kepala KPPT 
2. Kasubbag TU KPPT 
3. Kepala Seksi KPPT 
4. Masyarakat/pelanggan KPPT 
b) Data Sekunder 
Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak 
langsung dimana data tersebut dapat diperoleh dari literatur-literatur 
yang relevan, artikel yang bersangkutan, buku-buku kepustakaan 
seperti Manajemen Publik oleh Hessel Nogi Tangkilisan, Good 
Governance olah Agus Dwiyanto, dll, untuk pencarian informasi dan 
pemahaman teoritis untuk memecahkan masalah. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
a) Wawancara 
Pengumpulan informasi dari sumber data ini memerlukan 
teknik wawancara, dalam penelitian kualitatif khususnya dilakukan 
dalam bentuk wawancara mendalam dengan cara mengajukan 
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pertanyaan langsung kepada informan. Disini peneliti menggunakan 
pedoman wawancara sebagai kegiatan bertanya lebih terarah. 
Penulis melakukan wawancara dengan informan yang dirasa 
berkompeten dan tahu menahu mengenai objek penelitian. 
Wawancara tersebut penulis lakukan dengan: 
1. Drs. Toto Amanto, MM, selaku Kepala Kantor Pelayanan 
Perijinan Terpadu (KPPT) Surakarta. 
2. Dra. Ida, MM selaku Kepala Sub Bagian Kantor Pelayanan 
Perijinan Terpadu (KPPT) Surakarta. 
3. Erma Suryani, MT, selaku Kepala Seksi Kantor Pelayanan 
Perijinan Terpadu (KPPT) Surakarta. 
b) Observasi 
Merupakan teknik pengumpulan data dari sumber data yang 
berupa tulisan, angka, gambar atau grafik serta rekaman gambar yang 
dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap obyek penelitian 
dengan menggunakan alat indera pendengaran dan penglihatan 
terhadap fenomena sosial yang terjadi di lokasi penelitian. Observasi 
difokuskan pada kinerja KPPT dalam penerbitan SIUP dan 
hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi KPPT dalam 
memberikan pelayanan.  
Penulis mengamati bagaimana dokumen masuk ke KPPT dari 
para pemohon. Bagaimana urut-urutan yang terjadi dalam penerbitan 
SIUP, namun disini penulis tidak ikutdalam pemantauan di lapangan, 
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jadi hanya sebatas pengamatan tentang kegiatan yang terjadi di KPPT 
dalam proses penerbitan perijinan. 
c) Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan 
mencari, mengumpulkan, dan mempelajari dokumen yang relevan 
dengan penelitian berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah (LAKID), Perda Kota Surakarta No. 6 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, 
dokumen-dokumen tentang profil KPPT, brosur-brosur tentang tata 
cara pemohon mencari SIUP, dan literatur lainnya. 
5. Metode Penarikan Sampel 
Penulis dalam menentukan narasumber menggunakan purposive 
sampling, yaitu penulis menggunakan pertimbangan tentang informasi 
atau narasumber yang akan dipilih berdasarkan penilaian bahwa informasi 
tersebut memenuhi syarat penelitian. Dalam penelitian ini informasi 
berasal dari dalam instansi yakni aparat yang di anggap bisa memberikan 
informasi yang dibutuhkan.  
Informan yang dipilih oleh penulis adalah Kepala KPPT, Kepala 
Sub Bagian KPPT, dan Kepala Seksi KPPT. 
6. Teknik Analisis Data 
Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 
teknik analisis data model interaktif, yang terdiri dari tiga komponen 
analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
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a) Reduksi data 
Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan 
perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi dari 
“kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. (Miles 
dan Huberman. 1992 : 15) 
Pengertian diatas dengan kata lain merupakan proses seleksi, 
pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang ada. Berfungsi 
untuk mempertegas, memperpendek dan membuang hal-hal yang 
tidak perlu. Proses ini berlangsung terus sepanjang pelaksanaan riset 
sampai penelitian berakhir. 
b) Penyajian data 
Merupakan susunan penyajian data yang baik dan jelas 
sistematikanya untuk merakit dan memudahkan melihat informasi 
dalam bentuk yang kompak. Susunan penyajian data yang baik dan 
jelas sistematikanya akan banyak menolong peneliti sendiri. 
Penyajian data harus mengacu pada rumusan masalah yang telah 
dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian sehingga narasi yang 
tersaji merupakan deskripsi mengenai kondisi yang rinci untuk 
menceritakan dan menjawab setiap permasalahan yang ada. 
c) Penarikan kesimpulan 
Pada awal pengumpulan data, peneliti harus sudah mengerti 
apa arti dan hal-hal yang ia temui dalam melakukan pencatatan 
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peraturan, pokok pernyataan konfigurasi yang mungkin, arahan sebab 
akibat, dan proposi-proposisi. 
Simpulan akhir tidak akan terjadi sampai pada waktu proses 
pengumpulan data berakhir. (Sutopo. 2002 : 93) Simpulan perlu 
diverifikasi agar bisa dipertanggungjawabkan. Verifikasi dapat 
berupa kegiatan yang dilakukan dengan lebih mengembangkan 
ketelitian dengan cara melakukan pengulangan pengecekan data 
untuk tujuan pemantapan, atau melihat kembali catatan-catatan 
lapangan pada waktu penelitian. Kesimpulan-kesimpulan yang 
dianalisis dan kegiatan pengumpulan data itu sendiri merupakan 
proses siklus dan interaktif. 
Aktivitas diantara ketiga komponen tersebut dilaksanakan dalam 
bentuk interaktif dalam proses pengumpulan data dalam suatu proses 
siklus. Dalam bentuk ini penelitian berlangsung. Kemudian peneliti 
bergerak diantara 3 (tiga) komponen analisis yaitu reduksi data, sajian 
data, dan penarikan kesimpulan. 
Ketiga komponen tersebut diatas, yaitu reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan sebagai sesuatu yang jalin-menjalin pada 
saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk 
sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis. Untuk 
lebih jelasnya, proses analisis data dengan model interaktif ini dapat 
digambarkan sebagai berikut : 
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   Bagan 1.2 
  Model Analisis Interaktif 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : HB. Sutopo, 2002 : 96 
 
7. Validitas Data 
Peneliti dalam menentukan keabsahan data atau validitas data, 
menggunakan teknik pemeriksaan trianggulasi yaitu teknik pemeriksaan 
data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk 
keperluan yang lain untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 
data itu. Ada 4 macam trianggulasi sebagai teknin pemeriksaan yang 
memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam 
penelitian ini menggunakan trianggulasi dengan sumber berarti 
membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi 
yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode 
kualitatif. Hal ini menurut Lexy J. Moleong (2009 : 330) dapat dicapai 
dengan langkah : 
 
Penyajian Data 
Pengumpulan Data 
Reduksi Data 
Penarikan 
Kesimpulan/Verifikasi 
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a) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 
b) Membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dengan apa yang 
dikatakan secara pribadi. 
c) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 
penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 
d) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 
pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 
berpendidikan menengah atau tinggi, orang berbeda, dan orang 
pemerintahan. 
e) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 
berkaitan. 
Berdasarkan langkah di atas maka pengumpulan data dilakukan 
dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 
wawancara dari berbagai sumber yang berbeda yang tersedia, jadi data 
yang satu akan dikontrol oleh data yang lain dari sumber yang berbeda. 
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A. Sejarah Pembentukan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) 
Surakarta 
Masyarakat di kalangan dunia usaha sering mengeluhkan proses pelayanan 
perijinan oleh pemerintah yang berbelit dan perlu biaya ekstra. Ada yang harus 
bolak-balik mengurus surat perijinan dari satu kantor ke kantor lainnya. Sehingga 
kinerja pelayanan umum dinilai tidak efisien oleh masyarakat. Pemerintah pusat 
mulai menyadari kecenderungan praktek semacam itu sehingga mulai, merintis 
upaya-upaya untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik. Penyelenggaraan 
pelayanan publik mulai memperhatikan dan menerapkan pola penyelenggaraan, 
prinsip, standar, biaya pelayanan, tingkat kepuasan masyarakat, pengawasan 
penyelenggaraan serta evaluasi kinerja pelayanan publik. Pola penyelenggaraan 
pelayanan publik dilakukan secara fungsional, terpusat, terpadu satu pintu dan 
terakhir gugus tugas. 
Merespon masalah tersebut, Pemerintah Kota Surakarta membentuk Unit 
Pelayanan Terpadu (UPT) Pemkot Surakarta, yang dibentuk berdasar Keputusan 
Walikota Surakarta No. 004 Tahun 1998 tentang Pembentukan Organisasi dan 
Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Kotamadya Surakarta yang pada saat 
pembentukannya masih menggunakan pola satu atap. Berselang kemudian karena 
dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebijakan baru di bidang pelayanan 
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umum, Walikota Surakarta mengeluarkan Surat Keputusan Walikota No. 
065/187/2005 tentang Tata Laksana Pelayanan Perjanjian pada Unit Pelayanan 
Terpadu Surakarta, yang dimana pada intinya UPT berwenang melaksanakan 
pemrosesan dan penyelenggaraan pelayanan perjanjian yang berada pada semua 
instansi perangkat daerah Kota Surakarta. Denga tata laksana yang baru tersebut 
UPT Surakarta menggunakan pola pelayanan satu pintu. Dan kemudian untuk 
memberikan kewenangan kepada UPT mengenai masalah pembinaan dan 
pertimbangan perijinan di UPT, Walikota Surakarta menerbitkan Keputusan 
Walikota Surakarta No. 006/188/2005 tentang Tim Pembina dan Tim 
Pertimbangan Perijinan UPT Kota Surakarta dan Peraturan Walikota Surakarta 
No. 13 Tahun 2005 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota kepada 
Koordinator UPT Kota Surakarta. 
Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Surakarta dibentuk sejak 08 September 
1998 dengan menggunakan pelayanan satu atap. Baru pada 07 Desember 2005 
menggunakan pelayanan satu pintu.  Pelayanan satu pintu tersebut direlisasikan 
dalam Perda Kota Surakarta No. 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kota Surakarta, dengan perubahan Unit Pelayanan Terpadu 
(UPT) menjadi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) pada tanggal 31 
Desember 2008. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) berlokasi di dalam 
kompleks Balaikota Surakarta, di Jl. Jenderal Sudirman No. 2 Surakarta 57111, 
telpon (0271) 653693. 
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B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, Visi dan Misi 
1. Kedudukan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Surakarta 
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Surakarta merupakan kantor 
pelayanan perijinan satu pintu. KPPT adalah lembaga pelayanan daerah yang 
kedudukannya dibawah Pemerintah Kota dan bertanggungjawab langsung kepada 
Walikota. KPPT dipimpin seorang Kepala yang bertanggungjawab atas sebagian 
kewenangan yang dilimpahkan kepadanya. Pertanggungjawaban disampaikan 
oleh Kepala melalui Sekretaris Daerah kepada Walikota. 
2. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) 
Surakarta 
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) mempunyai tugas pokok 
yaitu melayani masyarakat umum dibidang perijinan di lingkungan Pemerintah 
Kota Surakarta (meliputi 5 wilayah yaitu kecamatan Jebres, kecamatan Banjarsari, 
kecamatan Serengan). Dan untuk meyelenggarakan tugas pokok tersebut (KPPT)  
mempunyai fungsi : menerima berkas-berkas pengajuan ijin, memproses 
perijinan. 
3. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Surakarta 
Visi yang di emban oleh UPT Surakarta yaitu  
“Dipercaya sebagai lembaga yang menjunjung kesederhanaan, transparansi, 
ketepatan waktu dan kualitas dalam pelayanan publik”. 
Untuk merealisasikan visi tersebut, UPT mempunyai misi : 
a. Meningkatkan kualitas publik; 
b. Mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan publik; 
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c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik; 
d. Meningkatkan citra aparatur Negara menjadi semakin positif. 
 
C. Susunan Organisasi KPPT Surakarta 
Sesuai dengan Perwali No. 36 Tahun 2008, tentang Penjabaran TUPOKSI 
dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, dan sesuai dengan SMM ISO 
9001 KPPT Pemkot Solo, menguraikan tugas, tangung jawab, dan wewenang dari 
pejabat dan staf struktural KPPT sebagai berikut: 
Bagan 1.3 
Organisasi KPPT Surakarta 
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Sub Bagian  
Tata Usaha 
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Tim  
Teknis 
Tim  
Teknis 
Tim  
Teknis 
Tim  
Teknis 
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a. Ka KPPT 
Tugas dan Tanggung jawab 
1. Melaksanakan Uraian Tugas yang telah ditetapkan sebagai KPPT 
2. Menjaga dan memperbaiki efektivitas dan kinerja SMM perusahaan 
3. Menetapkan dan mengkaji ruang lingkup penerapan dari SMM 
4. Mengesahkan kebijakan dan sasaran mutu  perusahaan 
5. Mengesahkan kebijakan dan sasaran mutu  perusahaan 
6. Menyediakan sunber daya yang diperlukan untuk penerapan, 
pemeliharaan, dan perbaikan dari SMM 
7. Menetapkan uraian tugas masing-masing karyawan  
8. Mengesahkan pedoman SMM 
9. Memimpin rapat tinjauan manajemen 
Kewenangan 
1. Menunjuk wakil Manajemen dan anggota-anggota tim ISO 
2. Merubah: 
- Lingkup penerapan 
- Pedoman SMM 
- Elemen-elemen SMM 
- Kebijakan Mutu 
- Sasaran Mutu 
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b. Wakil manajemen SMM 
Tugas dan Tanggung jawab 
1. Memastikan bahwa SMM telah diterapkan dengan benar disemua 
dep/fungsi dan sesuai dengan persyaratan-persyaratan ISO 9001 2008 dan 
peraturan-peraturan yang berlaku 
2. Merencanakan dan menerapkan system komunikasi internal 
3. Memastikan bahwa dokumen-dokumen SMM telah dikendalikan dan 
didistribusikan sesuai prosedur 
4. Memastikan bahwa pengendalian operasi telah ditetapkan untuk semua 
aktivitas-aktivitas yang berdampak terhadap mutu layanan dan kepuasaan 
pemohon dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku 
5. Memastikan bahwa pemantauan dan pengukuran terhadap kinerja-kinerja 
SMM telah dilaksanakan termasuk pencapaian sasaran mutu 
6. Memastikan bahwa catatan-catatan mutu di masing-masing fungsi telah 
dipelihara sesuai prosedur 
7. Menyelenggarakan audit SMM internal 
8. Menyiapkan dan menyelenggarakan rapat tinjauan mamajemen sesuai 
prosedur 
9. Memeriksa dan mengesahkan prosedur-prosedur SMM 
Kewenangan 
1. Mengusulkan perbaikan-perbaikan sistem manajemen muyu kepada Ka 
KPPT 
2. Mengusulkan Tim dan  pengendali dokumen kepada Ka KPPT 
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3. Menerbitkan nota permintaan perbaikan/pencegahan untuk 
ketidaksesuaian yang ditemui 
4. Menolak dan menyetujui permintaan untuk perubahan dokumen SMM 
c. Pengendali Dokumen 
Tugas dan Tanggung jawab 
1. Pengendalian dan distribusi dokumen-dokumen SMM baik internal 
ataupun eksternal 
2. Menyusun draft dokumen 
3. Menyimpan master dokumen, menggandakan dan mendistribusikan 
dokumen terkendali 
4. Menarik dan memusnahkan dokumen kadaluarsa 
d. Ka Si Pendaftaran 
Tugas dan Tanggung jawab 
1. Melaksanakan Uraian Tugas yang telah ditetapkan sebagai Ka Si 
Pendaftaran 
2. Menjaga dan memperbaiki efektivitas dan kinerja SMM Seksi Pendaftaran 
3. Mensosialisasikan dan mengukur pencapaian sasaran mutu 
4. Ikut memastikan bahwa dokuman-dokumen SMM, baik internal maupun 
eksternal, telah tersedia di bagian-bagian yang membutuhkan 
5. Ikut menetapkan persyaratan kompetensi karyawan dan memastikan 
bahwa setiap personel telah memenuhi persyaratan kompetensi 
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Kewenangan 
1. Menerbitkan nota permintaan perbaikan/pencegahan untuk 
ketidaksesuaian yang ditemui 
2. Merubah instruksi kerja dan sasaran sesuai kebutuhan 
e. Staf Pendaftaran 
Tugas dan tanggung jawab 
1. Melaksanakan Uraian Tugas yang telah ditetapkan sebagai Staf 
Pendaftaran 
2. Mematui prosedur/instruksi kerja/ketentuan yang berlaku 
Kewenangan 
1. Menghentikan/menolak berkas permohonan yang tidak memenuhi 
persyaratan 
2. Mengusulkan perbaikan sarana/prasarana yang diperlukan 
f. Ka Si Verifikasi 
Tugas dan tanggung jawab 
1. Melaksanakan Uraian Tugas yang telah ditetapkan sebagai ka Si Verifikasi 
2. Menjaga dan memperbaiki efektivitas dan kinerja SMM Seksi Verifikasi  
3. Mensosialisasikan dan mengukur pencapaian sasaran mutu 
4. Ikut memastikan bahwa dokumen-dokumen SMM, baik internal maupun 
eksternal, telah tersedia di bagian-bagian yang membutuhkan 
5. Ikut menetapkan persyaratan kompetensi karyawan dan memastikan 
bahwa setiap personel telah memenuhi persyaratan kompetensi 
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Kewenangan 
1. Menerbitkan nota permintaan perbaikan /pencegahan untuk 
ketidaksesuaian yang ditemui 
2. Merubah intruksi kerja dan sasaran sesuai kebuutuhan 
g. Staff Verifikasi 
Tugas dan tanggung jawab 
1. Mempelajari berkas permohonan ijin sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku 
2. Menyampaikan informasi tentang penolakan dan pemrosesan berkas izin 
lebih lanjut kepada petugas untuk disampaikan kepada pemohon, setelah 
mendapat persetujuan dari Kasi Verifikasi 
3. Menyerahkan berkas yang sudah lengkap dan benar kepada Tim Teknis 
untuk diadakan Pemeriksaan dan Peninjauan Lapangan dengan persetujuan 
Kasi Verifikasi 
4. Menghitung skor dan menghitung biaya retribusi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman kepada berita 
acara pemeriksaan lapangan 
5. Menyerahkan berkas permohonan ijin yang sudah lengkap kepada petugas 
seksi penerbitan 
6. Menyerahkan berkas yang sudah lengkap kepada tim teknis 
7. Mempersiapkan segala sesuatu untuk keperluan rapat, baik yang diadakan 
oleh tim teknis 
8. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan 
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9. Mematuhi prosedur/instruksi kerja/ketentuan yang berlaku 
Kewenangan 
1. Menghentikan/menolak berkas permohonan yang tidak memenuhi 
persyaratan 
2. Mengusulkan perbaikan sarana/prasarana yang diperlukan 
h. Ka Si Penerbitan 
Tugas dan tanggung jawab 
1. Melaksanakan Uraian Tugas yang telah ditetapkan sebagai Staf Penerbitan 
2. Mematuhi prosedur/instruksi kerja/ketentuan yang berlaku 
Kewenangan 
1. Menghentikan/menolak berkas permohonan yang tidak memnuhi 
persyaratan 
2. Mengusulkan perbaikan sarana/prasarana yang diperlukan 
i. Ka Subbag TU 
Tugas dan tanggung jawab 
1. Melaksanakan Uraian Tugas yang telah ditetapkan sebagai Ka Subbag TU 
penerbitan 
2. Menjaga dan memperbaiki efektivitas dan kinerja SMM Seksi  Subbag TU 
3. Mensosialisasikan dan mengukur pencapaian sasaran mutu 
4. Ikut memastikan bahwa dokumen-dokumen SMM, baik internal maupun 
eksterna, telah tersedia dibagian-bagian, yang membutuhkan 
5. Ikut menetapkan persyaratan kompetensi karyawan dan memastikan 
bahwa setiap personel telah memenuhi persyaratan kompetensi 
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Kewenangan 
1. Menerbitkan nota permintaan perbaikan/pencegahan untuk 
ketidaksesuaian yang ditemui 
2. Merubah instruksi kerja dan sasaran kebutuhan 
j. Staf Kepegawaian 
Tugas dan tangung jawab 
1. Melaksanakan Uraian Tugas yang telah ditetapkan sebagai Staf 
Kepegawaian 
2. Mengkoordinir pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan, setahun sekali 
3. Menyusun dan melaksanakan program pelatihan mutu 
Kewenangan 
1. Menerbitkan nota permintaan perbaikan/pencegahan untuk 
ketidaksesuaian yang  ditemui 
2. Mengusulkan program pelatihan tahunan 
k. Bendahara Barang 
Tugas dan tanggung jawab 
1. Melaksanakan Uraian Tugas yang telah ditetapkan sebagai Bendahara 
Barang 
2. Sarana/prasarana pelayanan dan pendukunganya dipelihara/diperbaiki 
dengan rutin 
3. Catatan-catatan telah dipelihara sesuai prosedur 
4. Mengontrol dan mengendalikan barang habis pakai 
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Kewenangan 
1. Menerbitkan nota permintaan perbaikan/pencegahan untuk 
ketidaksesuaian yang ditemui 
2. Mengusulkan perbaikan sarana/prasarana yang diperlukan untuk menjaga 
keselamatan dan kesehatan kerja. 
l. Bendahara Pengeluaran/Staf Pengadaan 
Tugas dan tanggung jawab 
1. Melaksanakan Uraian Tugas yang telah ditetapkan sebagai Staf pengadaan 
2. Pengadaan infrasruktur dilakukan dengan memperhatikan mutu layanan 
dan peraturan perundangan yang berlaku 
3. Memastikan bahwa 
4. Peraturan-peraturan yang relevan telah dipahami dan ditaati 
5. Uraian tugas masing-masing kaeyawan telah ditetapkan dan 
dikomunikasikan 
6. Persyaratan kompetensi telah ditetapkan dan dipenuhi 
7. Dokumen-dokumen SMM yang relevan telah tersedia ditempat kerja 
8. Catatan-catatan telah dipelihara sesuai prosedur 
Kewenangan 
1. Menerbitkan nota permintaan perbaikan/pencegahan untuk 
ketidaksesuaian yang ditemui 
2. Mengusulkan perbaikan sarana/prasarana yang diperlukan untuk menjaga 
mutu pelayanan 
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m. Petugas Informasi 
Petugas Informasi bertanggungjwab kepada Kasi Pendaftaran, dengan Uraian 
Tugas sebagai berikut: 
1. Menerima dan melayani warga masyarakat/pemohon izin yang dating ke 
KPPT dengan ramah dan sopan serta memberikan penjelasan berbagai 
pelayanan KPPT dengan baik dan benar. 
2. Mengarahkan pemohon kepada loket sesuai dengan kebutuhan peemohon. 
3. Memberikan penjelasan kepada pemohon tentang kebutuhan yang 
diharapkan oleh pemohon. 
4. Menyelesaikan berbagai permasalahan yang ditemui di loket informasi, 
dan memberikan upaya pemecahannya serta melaporkan setiap kejadian 
yang penting kepada atasan untuk dicarikan solusinya. 
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 
n. Petugas penerima pengaduan 
Petugas penerima pengaduan bertanggung jawab kepada Kasi Evalap, dengan 
Uraian Tugas sebagai berikut: 
1. Menerima berbagai oengaduan dari masyarakat maupun aparat pemerintah 
mengenai berbagai pelayanan yang ditimbulkan dengan adanya KPPT, 
baik secara lisan maupun tertulis. 
2. Memberikan jawaban kepada warga masyarakat, pemohon ataupun aparat 
pemerintah terhadap pertanyaan/permasalahan yang dipertanyakan dengan 
baik, jelas, benar, ramah, dan sopan. 
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3. Mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Petugas Teknis dan 
melaporkannya kepada atasan langsung untuk dicarikanjalan keluarnya, 
apabila pertanyaan yang muncul tidak mampu untuk diberi jawaban 
seketika atau jawabannya membutuhkan koordinasi lebih dahulu. 
4. Mengkoordinasi semua pertanyaan yang muncul kepada Dinas/Instansi 
terkait untuk dibuatkan jawabannya, dengan persetujuan Kepala Kantor. 
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan. 
o. Petugas Penerima Pembayaran Retribusi 
Petugas Penerima Pembayaran Retribusi bertanggung jawab kepada Kasub 
Bag TU, dengan Uraian Tugas sebagau berikut: 
1. Menerima berkas yang akan dibayar /SKRD dari pomohon. 
2. Menghitung SKRD yang harus dibayar. 
3. Menerima uang dari pemohon dan menghitungnya. 
4. Mencatat laporan keuangan ke dalam buku penjagaan. 
5. Membuat setoran ke Kas Daerah. 
6. Membuat laporan harian dan laporan bulanan. 
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 
p. Petugas Pengadministrasi Dokumen Ijin 
Petugas Pengadministrasi Dokumen Ijin bertanggung jawab kepada Kasi 
Penerbitan, dengan Uraian Tugas sebagai berikut: 
1. Menerima berkas yang sudah lengkap dan benar serta telah dilakukan 
Pemeriksaan/Peninjauan Lapangan dari petugas verifikasi, untuk 
selanjutnya disampaikan kepada petugas entry data. 
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2. Menerima dan menyusun draf/konsep dokumen ijin dari petuugas entry 
data dan menyampaikan kepada Kasi Penerbitan untk diadakan 
pengecekkan dan persetujuannya. 
3. Memintakan tanda tangan ke Kepala Kantor atas Draf/konsep ijin yang 
sudah diparaf oleh Kasi Penerbitan. 
4. Mencatat pengadministrasian proses pencetakan dokumen izin dalam 
Buku Register Pencetakan Ijin. 
5. Menbuat laporan bulanan. 
6. Menyampaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam proses 
administrasi izin dan melaporkan kepada atasan langsung. 
 
D. Kepegawaian KPPT Surakarta 
Kepegawaian Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Surakarta merupakan 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 29 personel, yang diperbantukan mewakili 
unit kerja organisasi Pemerintah Kota Surakarta. Pejabat struktuural sebanyak 6 
orang, dan 23 orang pegawai yang bertugas sebagai staf operasional. Mereka 
direkrut melalui pelatihan kepribadian, kepribadian yang dimaksud diantaranya 
memiliki inovasi, berkepribadian ramah dan berpenampilan menarik. 
Pegawai KPPT ini secara sruktural masih bertanggungjawab kepada unit 
kerja organisasi masing-masing, tetapi secara fungsioanal mereka 
bertanggungjawab kepada Kepala KPPT. Koordinator, Sub Bagian Tata Usaha, 
Seksi Pelayanan diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai 
ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya 
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wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sikronisasi secara 
vertical dan horizontal dalam lingkungan kerja KPPT dan unit kerja terkait sesuai 
dengan bidang tugasnya. 
 
E. Jenis Pelayanan KPPT Surakarta 
Jenis pelayanan perijinan yang diselenggarakan KPPT meliputi jenis-jenis 
pelayanan perijinan yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu 
pintu. Sesuai peraturan Walikota Surakarta No. 2 Tahun 2007 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Walikota Surakarta Nomor 13 Tahun 13 Tahun 2005 
tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Koordinator Unit 
Pelayanan Terpadu Surakarta, jenis perijinan yang ditangani oleh Kantor 
Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Surakarta berjumlah 20 perijinan, meliputi ; 
1)Keterangan Rencana Peta (AP) Advice Planning, 2)Ijin Mendirikan Bangunan 
(IMB),  3)Ijin Penggunaan Bangunan (IPB), 4)Rekomendasi Lokasi Untuk Ijin 
Gangguan Usaha, 5)Ijin Gangguan Tempat Usaha, 6)Surat Ijin Usaha 
Perdagangan, 7)Tanda Daftar Gudang(TDG), 8)Surat Ijin Usaha Industri (SIUI), 
9)Tanda Daftar Perusahaan (TDP), 10)Reklame, 11)Ijin Jasa Biro Perjalanan 
Wisata, 12)Ijin Jasa Pemandu Wisata, 13)Ijin Jasa Impresariat, 14)Ijin Jasa 
Informasi Pariwisata, 15)Ijin Jasa konvensi, 16)Ijin Hotel, 17)Ijin Pondok Wisata, 
18)Ijin Restoran, 19)Ijin Rumah Makan, 20)Ijin Gedung Pertemuan Umum.  
Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, KPPT Surakarta 
mempunyai peralatan yang mendukung proses pelayanan yang antara lain dapat 
diketahui dari data inventaris barang yaitu sebagai berikut : 
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1. Ruang Kepala 
Tabel 1.1 Inventaris Ruang Kepala 
 No Nama Barang  Jumlah Keadaan 
1 AC Ruangan 1 Baik 
2 Gambar Presiden 1 Baik 
3 Gambar Wapres 1 Baik 
4 Meja Kerja 1 Baik 
5 Kursi Kerja 1 Baik 
6 Gambar Burung Garuda 1 Baik 
7 Kursi Tamu (merah) 1 Baik 
8 Meja Panjang (arsip) 1 Baik 
9 Meja Telepon 1 Baik 
10 Telepon 1 Baik 
 
2. Ruang Staff 
Tabel 1.2 Inventaris Ruang Staff 
No Nama Barang Jumlah Keadaan  
1 Meja Kerja 26 Baik 
2 Kursi Kerja (biru) 24 Baik 
3 Kursi Kerja Beroda 7 Baik 
4 Kursi kerja (merah) 15 Baik 
5 AC Ruangan 6 Baik 
6 Mobil Kijang AD 370 AA 1 Baik 
7 Mobil Kijang AD 9505 FA 1 Baik 
8 Tempat Leaflet 2 Baik 
9 Kursi Panjang Pemohon 6 Baik 
10 Anjungan Informasi 2 Baik 
11 Meja Cap Reklame 1 Baik 
12 Filling Cabinet 2 Baik 
13 Layar Komputer 6 Baik 
14 Printer Canon 4 Baik 
15 Printer Oki Microline 1 Baik 
16 Meja Komputer 8 Baik 
17 Scanner IMB 1 Baik 
18 Mesin Tik Double 1 Baik 
19 Mesin Tik Manual 1 Baik 
20 Meja Telepon 1 Baik 
21 Staples Besar 1 Baik 
22 Perforator Besar 1 Baik 
23 Kalkulator 12 digit 1 Baik 
24 Kalkulator 16 digit 1 Baik 
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25 Duty Printer Dr-120LB 1 Baik 
26 CPU 6 Baik 
27 Telepon 2 Baik 
28 Almari 1 Baik 
29 Stavol 2 Baik 
30 UPS 1 Baik 
31 Vertical Banner 4 Baik 
32 Televisi 21’ 1 Baik 
33 Speaker pemanggil 1 Baik 
34 Mesin Fotocopy 1 Baik 
 
3. Ruang Rapat 
Tabel 1.3 Inventaris Ruang Rapat 
No Nama Barang Jumlah Keadaan 
1 Meja Rapat dan White Board 1 Baik 
2 Kursi Rapat (biru) 9 Baik 
 
F. Prosedur Pelayanan KPPT Surakarta 
Proses atau alur pelayanan yang ada di KPPT Surakarta adalah sebagai 
berikut: 
Proses (1) berkas masuk, memerlukan waktu pelayanan antara 5-10 menit; 
1. pemohon mengambil formulir, 
2. pemohon mengisi formulir, 
3. pemohon menyerahkan berkas permohonan kepada petugas penerima, 
4. pemohon menunggu informasi dari petugas, 
5. petugas penerima menyerahkan berkas permohonan kepada petugas teknis. 
Proses (2) penelitian validitasi, memerlukan waktu pelayanan sekitar 10 
menit; 
1. petugas teknis meneliti berkas-berkas permohonan, 
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2. petugas teknis membubuhkan paraf apabila berkas lengkap/membuat 
catatan kekurangan kelengkapan berkas, 
3. petugas teknis menyerahkan catatan kekurangan kelengkapan berkas 
kepada petugas penerima, 
4. petugas teknis menginfomasikan kepada petugas penerima bahwa berkas 
sudah lengkap, 
5. petugas penerima mencatat dan membuat tanda terima berkas, 
6. petugas penerima menginformasikan kepada pemohon bahwa berkas 
permohonan  lengkap/tidak lengkap, 
7. petugas penerima mengirim berkas yang telah lengkap kepada Tim 
Pemeriksa Lapangan yang sebelumnya telah di entry data dalam computer. 
Proses (3) entry data komputer, memerlukan waktu pelayanan sekitar 5 menit; 
Operator komputer merekam/memasukan data di berkas ke dalam aplikasi 
masing-masing ijin. 
Proses (4) tim pemeriksa lapangan, memerlukan waktu 1 hari; 
1. Tim Pemeriksa lapangan yang terdiri dari petugas-petugas dari unit kerja 
terkait mengadakan pencocokan berkas di lapangan dengan ketentuan: 
a. pemeriksaan lapangan dilaksanakan setiap hari/sesuai kebutuhan, 
b. anggota Tim Pemeriksa Lapangan sebelum melaksanakan 
pemeriksaaan lapangan harus hadir terlebih dahulu pukul 08.00, 
c. membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). 
2. Berita Acara Pemeriksaandan Rekomendasi Persetujuan disampaikan 
kepada Koordinator KPPT setelah pemeriksaan lapangan. 
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Dalam proses ini biasanya dilaksanakan keesokan harinya setelah 
penerimaan berkas di KPPT lengkap. 
Proses (5) rapat tim pertimbangan, memerlukan waktu pelayanan sekitar 2 
jam; 
1. Tim Pertimbangan atas undangan Kepala KPPT mengadakan rapat untuk 
memutuskan petrmohonan ijin. 
2. Rapat dilaksanakan setiap hari/sesuai kebutuhan, 
3. Tim pertimbangan menyusun rekomendasi penerimaan/penolakan yang 
didalamnya berisi pertimbangan teknis, yuridis dan sosial, 
4. Tim Pertimbangan menyusun alasan penolakan dan atau alas an 
penundaan proses permohonan. 
Dalam proses ini dilaksanakan esok hari setelah pemeriksaan di lapangan/pada 
hari yang sama setelah pemeriksaan lapangan sesuai kebutuhan, rapat 
diadakan di KPPT. 
Proses (6) output, memerlukan waktu pelayanan 5-10 menit dan dilakukan 
setelah Rapat Pertimbangan selesai; 
Tim Pertimbangan menyerahkan kepada Kepala KPPT: 
1. rekomendasi penolakan beserta alasan-alasanya, 
2. rekomendasi penundaan disertai catatan-catatan yang harus dipenuhi, 
3. rekomendasi penerimaan untuk diproses lebih lanjut kepada petugas cetak. 
Proses (7) pembayaran di kas daerah, membutuhkan  waktu pelayanan 5-10 
menit; 
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1. petugas menghitung biaya yang harus dibayar serta mencetak SKRD 
(Surat Ketetapan Retribusi Daerah), 
2. petugas menyerahkan SKRD kepada pemohon, 
3. pemohon membayar di kas daerah kepada petugas penerima, 
4. petugas menerima resi pembayaran dan memasukan ke dalam berkas 
kepada petugas penerima, 
Proses (8) cetak dokumen, membutuhkan waktu pelayanan 5-10 menit; 
1. Petugas pencetak menerima berkas permohonan yang telah dilengkapi 
rekomendasi penerimaan dan resi pembayaran. 
2. Petugas penerima mencetak dokumen ijin dan dokumen pelengkap 
lainnya, 
3. Dokumen yang telah dimintakan paraf Kepala KPPT untuk selanjutnya 
diproses permohonan tanda tangan ijin Pejabat yang berwenang, 
4. Petugas mengirimkan kembali berkas permohonan ijin yang 
ditolak/ditunda. 
Proses (9) proses tanda tangan pejabat, membutuhkan waktu pelayanan 5-10 
menit; 
1. dokumen ijin dimintakan paraf Kepala KPPT sebelum ditandatangani oleh 
Kepala yang berwenang/Pejabat yang ditunjuk menandatangani ijin oleh 
Walikota, 
2. Tata Usaha KPPT memonitor proses penandatanganan ijin. 
Proses (10) agenda/administrasi, membutuhkan waktu pelayanan sekitar 5 
menit; 
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1. dokumen ijin yang telah ditandatangani, di agenda oleh Tata Usaha KPPT, 
2. dokumen ijin diserahkan kepada petugas Front Office. 
Proses (11) penyerahan dokumen, membutuhkan waktu pelayanan 5-10 menit; 
1. petugas menyusun tanda terima dokumen ijin, 
2. petugas menyerahkan dokumen ijin kepada pemohon dan membuat rekap 
pengambilan ijijn pada hari itu, serta menyerahkan kepada Tata Usaha 
KPPT, 
3. Kepala KPPT membuat laporan ke Walikota 
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BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 
Bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian yang telah diperoleh 
selama ini. Pengumpulan data diperoleh dengan melalui teknik wawancara dengan 
beberapa sumber, observasi ke lapangan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian 
tentang kinerja KPPT Surakarta dalam penerbitan SIUP ini terfokus pada kriteria 
penilaian yaitu efektivitas, efisiensi, kualitas pelayanan, dan akuntabilitas serta 
menjelaskan mengenai hambatan yang dihadapi KPPT dalam penerbitan SIUP di 
Kota Surakarta. 
A. Efektivitas KPPT Surakarta 
Efektivitas dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk melihat 
apakah kinerja suatu organisasi itu baik atau buruk, dalam hal ini  efektivitas 
diukur dari perbandingan antara target yang telah ditetapkan oleh organisasi 
tersebut dengan hasil yang telah dicapai. Apabila hasil yang dicapai organisasi 
telah sesuai dengan target yang ditetapkan, maka dapat dikatakan bahwa 
organisasi tersebut efektif, sedangkan jika hasil yang dicapai oleh organisasi 
belum sesuai dengan target yang ditentukan maka organisasi tersebut belum 
efektif. 
Demikian halnya dengan KPPT, sebagai sebuah organisasi, KPPT juga 
mempunyai target-target yang ingin dicapai. Target-target yang ingin dicapai oleh 
KPPT tercantum dalam strategi jangka panjang dan jangka pendek, namun dalam 
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penelitian ini, penulis memilih untuk melihat efektivitas KPPT Kota Surakarta 
dari strategi jangka pendek, yaitu untuk program kerja tahun 2009-2010, sebagai 
berikut: 
a. Meningkatkan kelancaran operasional kantor 
Target: 
1) Kelancaran pelaksanaan tugas kantor selama satu tahun 
2) Kelancaran komunikasi dan informasi selama satu tahun 
3) Terjaganya kebersihan kantor selama satu tahun 
4) Terpeliharanya alat  kantor selama satu tahun 
5) Kelancaran pelaksanaan tugas kantor selama satu tahun 
6) Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan selama satu 
tahun 
7) Terpenuhinya komponen instalasi listrik pada KPPT Kota Surakarta 
selama satu tahun 
8) Bertambahnya inventaris dan sarana prasarana kantor selama tahun 2009 
9) Tersedianya sarana informasi dan pengetahuan tentang perundang-
undangan selama tahun 2009 
10) Kelancaran pelaksanaan rapat / koordinasi selama satu tahun 
11) Tercapainya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah selama 
satu tahun 
b. Pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana kantor 
1) Terpeliharanya kondisi gedung kantor selama satu tahun 
2) Terpeliharanya kondisi kendaraan dinas / operasional selama satu tahun 
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3) Terpeliharanya kondisi perlengkapan gedung kantor selama satu tahun 
c. Meningkatnya performa SDM di KPPT 
Terpenuhinya keseragaman penampilan SDM KPPT 
d. Penyempurnaan TI Pelayanan Perijinan 
Meningkatnya kuantitas dan kualitas TI pelayanan perizinan pada KPPT 
Strategi-strategi di atas merupakan satu sistem kesatuan yang digunakan 
untuk mencapai tujuan KPPT yaitu sebagai lembaga pelayanan perijinan. 
Pelaksanaan dari strategi-strategi di atas telah dilaksanakan melalui kegiatan-
kegiatan sebagaimana dijelaskan pada Laporan Kinerja Tahun 2009 di dalam 
lampiran. Pelaksanaan strategi atau program KPPT tersebut sudah efektif , hal ini 
bisa dilihat dari pencapaian seluruh target yang telah direncanakan pada strategi 
jangka pendek KPPT berdasarkan Lpaoran Kinerja Tahun 2009.  
 
B. Efisiensi KPPT Surakarta 
Efisiensi yaitu perbandingan antara kerja yaitu pikiran, biaya (uang), 
ruang, waktu, dan tenaga kerja dengan hasil yang dicapai oleh kerja itu, dalam hal 
ini peningkatan jumlah pelanggan dan kepuasan dari pelanggan itu sendiri. 
1. Efesiensi dalam segi biaya 
Biaya yang digunakan oleh KPPT Kota Surakarta dalam melaksanakan 
seluruh kegiatan pelayanan perijinan, salah satunya dalam penerbitan SIUP 
berasal dari dana APBD. Beberapa kegiatan yang berhubungan dengan penerbitan 
SIUP juga tercantum dalam Tabel 1.6 Perbandingan Kegiatan Tahun 2009 Antara 
yang Direncanakan dengan Kenyataan seperti di bawah ini : 
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Tabel 1.4 
Perbandingan Anggaran kegiatan Tahun 2009 Antara yang 
Direncanakan dengan Kenyataan 
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) 
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.100.400 1.100.000 
2. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan 
Kerja 
15.634.850 15.634.500 
3. Penyediaan Alat Tulis Kantor 49.410.000 49.410.000 
4. Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 
139.701.600 117.531.750 
5. Pemeliharaan Rutin / Berkala 
Kendaraan Dinas / Operasional 
49.035.000 32.803.000 
6. Penyusunan Sistem Informasi 
Terhadap Layanan Publik 
218.337.000 191.159.000 
 
Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa dari segi biaya KPPT 
bisa dikatakan efisien, karena hampir semua kegiatan yang dilaksanakan oleh 
KPPT, realisasi biayanya lebih sedikit daripada anggaran yang didapatkan dari 
APBD. 
2. Efisiensi dari segi ruang 
KPPT Kota Surakarta mempunyai beberapa ruang, yaitu: 
1. Ruang rapat sekaligus ruang arsip 
2. Ruang pelayanan 
3. Ruang staff 
Pemanfaatan ruang dilakukan semaksimal mungkin oleh pihak KPPT, hal 
ini dikarenakan adanya keterbatasan ruang. Seperti yang dikatakan oleh Kepala 
KPPT , Drs. Toto Amanto, MM: 
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“Pemanfaatan di KPPT dilakukan sebaik mungkin karena memang lokasi 
luas lokasi KPPT masih termasuk sempit, jadi ada ruang yang digabung 
menjadi satu yaitu ruang rapat dan ruang arsip. Tetapi hal itu hanya untuk 
sementara, karena pihak KPPT akan mengusahakan untuk penambahan 
ruang demi kelancaran kegiatan pelayanan.” (wawancara, 4 Desember 
2009) 
 
Hal yang sama dikatakan oleh Ketua Seksi Pelayanan, Erma Suryani, MT: 
“Kalau masalah ruang, KPPT masih termasuk kurang. Lihat saja ini Mbak, 
ruang ini seharusnya adalah ruang arsip, tetapi karena KPPT belum punya 
ruang rapat, maka untuk sementara ruang rapatnya nebeng dulu di ruang 
arsip. Terus ruang tunggu pelanggan juga masih termasuk sempit karena 
KPPT rata-rata selalu ramai. Lalu untuk pelayanan PKMS juga kami 
terpaksa melakukannya di luar ruangan karena ya itu tadi, keterbatasan 
ruang tunggu KPPT.” (wawancara, 27 Maret 2010) 
 
Hal tersebut di atas senada dengan yang dikatakan oleh Dra. Ida, MM 
selaku Kasubbag TU KPPT:  
“Kalau ruangan di KPPT ini saya rasa belum bisa dibilang cukup, ruang 
komputer masih didesel-deselke dimana-mana, ruang rapat juga masih 
gabung dengan ruang arsip, ruang tunggu pelanggan juga selalu penuh 
kalau pas ramai jadi Mbak lihat sendiri, ada pelayanan yang dilaksanakan 
di luar ruangan , itu pelayanan PKMS, karena di dalam tentu saja sangat 
tidak mencukupi, apalagi di dalam digabung dengan pelayanan perijinan 
yang lain. Tetapi walaupun KPPT mengalami keterbatasan ruang, KPPT 
tetap melaksanakan kegiatan pelayanan secara optimal.” (wawancara, 27 
Maret 2010) 
 
Pernyataan tambahan diungkapkan oleh Kasubbag TU dan Ketua Seksi 
Pelayanan, yang mengatakan bahwa untuk masalah keterbatasan ruang, di 
pertengahan tahun 2010 ini sudah ada program penambahan ruang yang berasal 
oleh Kementrian Dalam Negeri. Program ini diadakan sebagai hadiah untuk KPPT 
karena telah menjadi lembaga pelayanan publik terbaik.  
Berdasarkan uraian wawancara di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa 
pemanfaatan ruang di KPPT bisa dikatakan efisien, karena meskipun mengalami 
keterbatasan ruang, KPPT tetap dapat melaksanakan pelayanan dengan baik. Hal 
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tersebut terbukti dengan hadiah yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri 
KPPT yang berupa program penambahan ruang, karena KPPT telah dianggap 
menjadi lembaga pelayanan publik yang terbaik. 
3. Efisiensi pegawai 
Jumlah pegawai KPPT Kota Surakarta bisa dikatakan terbatas. Hal 
tersebut bisa dilihat dari jumlah pegawai yang tidak sebanding dengan jumlah 
permohonan ijin yang masuk. Hal ini diakui oleh Dra. Ida, MM, selaku Kasubbag 
TU KPPT Surakarta. 
“Pegawai KPPT ini hanya 30 orang, jadi rata-rata setiap orang harus bisa 
melayani 4 permohonan ijin, padahal setiap ijin itu syarat-syaratnya harus 
di teliti kevalidannya, masih berlaku atau tidak, baru kemudian di 
masukkan ke dalam data komputer, berkas dari syarat-syarat yang masuk 
itu pun tidak sedikit, dan kegiatan ini sebenarnya membutuhkan orang 
lebih dari satu.” (wawancara 27 Maret 2010) 
 
Hal yang sama juga dikatakan oleh Kepala KPPT Surakarta, Bapak Drs. 
Toto Amanto mengenai kekurangan tenaga di KPPT. 
“tenaga disini masih kurang Mbak, terutama untuk tenaga dari sarjana 
tehnik sipil dan tehnik arsitektur, tenaga ini dibutuhkan untuk pelayanan 
perijinan seperti IMB yang membutuhkan pengukuran tanah atau 
bangunan.” (wawancara, 4 Desember 2010) 
 
Ketua seksi KPPT Kota Surakarta, Ibu Erma Suryani, MT, juga 
menambahkan. : 
“KPPT juga perlu penambahan tenaga golongan I, tapi yang masih muda, 
jadi biar bisa gerak cepat dan bisa dikongkoni. Sebenarnya di KPPT sudah 
ada satu, tapi sudah tua, jadi kami yang mau nyuruh yang harus sabar.” 
(wawancara, 27 Maret 2010) 
 
Pernyataan senada juga didapat dari pelanggan KPPT, Bapak Yanto dan 
Bapak Ambar pencari PKMS sebagai berikut: 
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“sini tu cepet Mbak kerjanya, pegawainya juga sigap, tapi secepet apapun 
kalau yang namanya melayani banyak orang kan nggak cukup satu orang, 
dan akhirnya jadi ada antrean.” (wawancara, 24 Maret 2010) 
 
“pegawainya kerjanya cepet Mbak, padahal peserta PKMS itu tiap harinya 
banyak banget, tapi pelayanannya juga selalu tepat waktu, walaupun saya 
liat sih pegawainya cuman dikit, tapi ya lebih baik pegawainya ditambah, 
soalnya kalau lama-lama begini ya jadinya keteteran nanti.” (wawancara, 4 
April 2010) 
 
Bapak Edi dari PT Anugerah Jaya mengatakan hal sebagai berikut: 
“pegawainya kayaknya masih kurang ya Mbak, soalnya di KPPT ini ada 
fasilitas touch screen nya, kan nggak semua pelanggan bisa 
menggunakannya, tadi saja ada ibu-ibu yang kesulitan karena nggak 
mudeng cara pakainya ya terus saya bantu saja. Jadi seharusnya ada 
pegawai yang berjaga di dekat fasilitas touch screen nya biar ada yang 
menjelaskan pemakainnya.” (wawancara, 24 Maret 2010) 
  
Hal lain disampaikan oleh Antok, dari PT. Laksana Industri dan Tridharma 
Karya: 
“pegawai disini dalam segi kuantitas memang terhitung kurang, tapi dalam 
segi kualitas mereka termasuk baik.” (wawancara, 24 Maret 2010) 
  
Menanggapi pernyataan di atas, Dra. Ida, MM selaku Kasubbag TU KPPT 
Surakarta mengatakan: 
“pihak KPPT sudah mengajukan permohonan penambahan tenaga, tetapi 
kan ya nggak bisa langsung dikasih, butuh proses.” (wawancara 27 Maret 
2010) 
 
Ibu Erma Suryani, MT, selaku Kepala Seksi KPPT Surakarta  juga 
menambahkan: 
“Kalau masalah petugas yang berjaga di mesin touch screen atau petugas 
front liner nya sebenarnya selalu ada, tapi ya itu tadi, karena keterbatasan 
pegawai, biasanya para front liner juga merangkap sebagai petugas 
pelayanan yang harus memvalidasi berkas dan mengkomputerisasi data.” 
(wawancara, 27 Maret 2010) 
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Dari pendapat di atas, efisiensi KPPT Kota Surakarta dilihat dari 
pegawainya, sudah bisa dikatakan baik atau efisien. Hal tersebut dapat dilihat dari 
jumlah pegawai yang terbatas namun bisa melaksanakan pelayanan dengan cepat, 
tepat, dan berkualitas. 
4. Efisiensi dari segi waktu 
KPPT Surakarta merupakan instansi pemerintah yang bergerak di bidang 
pelayanan terutama pelayanan perijinan. KPPT Surakarta mempunyai enam hari 
kerja, dimulai pukul 07.30 hingga pukul 14.00. Berikut ini jadwal pelayanan di 
KPPT Surakarta : 
Tabel 1.5 Jadwal Pelayanan KPPT Kota Surakarta 
No Hari Jam Layanan 
1 Senin-Kamis 07.15-14.00 
2 Jum’at 07.15-11.00 
3 Sabtu 07.15-12.00 
                  Sumber : KPPT Kota Surakarta 
KPPT Surakarta tidak diberi target oleh Walikota dalam jumlah ijin yang 
dilayani atau diterbitkan, namun KPPT Surakarta harus mampu melayani 
berapapun ijin yang masuk pada mereka. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan 
dari Bapak Drs. Toto Amanto, MM, selaku kepala KPPT Surakarta: 
“KPPT dalam pelayanan tidak memiliki target secara kuantitas, namun 
secara kualitas. Dan kami tidak dituntut untuk menerbitkan sekian perijian 
dalam satu hari, namun kebalikannya, berapapun perijinan yang masuk, 
oleh KPPT Surakarta akan sebisa mungkin dilayani semuanya”. 
(wawancara, 4 Desember 2009) 
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Pemohon SIUP di KPPT Surakarta, setiap harinya berkisar antara 3-5 
pemohon, itu sudah termasuk SIUP Kecil, SIUP Menengah, dan SIUP Besar. 
Jumlah pemohon yang masuk itulah yang nantinya akan dilayani oleh KPPT 
Surakarta. Jika dilihat dari waktu kerja yang ada di KPPT, dalam proses 
penerbitan SIUP penggunaan waktu bisa dikatakan efisien. Waktu yang tersisa 
dari proses pelayanan penerbitan SIUP, digunakan untuk melayani pelayanan 
perijinan yang lain yang biasanya jumlah pemohon tiap harinya lebih banyak, 
karena seperti yang telah dijabarkan sebelumnya bahwa pegawai KPPT jumlahnya 
terbatas. 
C. Kualitas Pelayanan  
Pengukuran kinerja KPPT Surakarta dalam menerbitkan SIUP juga dapat 
dilihat dari bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan oleh KPPT Surakarta 
kepada pelanggannya. Kualitas pelayanan itu sendiri menggambarkan mutu 
pelayanan yang diberikan dan kecocokan pengguna jasa terhadap pelayanan yang 
diberikan oleh KPPT Surakarta, oleh karena itu pengukuran kualitas pelayanan 
KPPT Surakarta ditentukan oleh penilaian pengguna jasa. Pengguna jasa dapat 
menilai pelayanan yang diberikan, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan 
atau belum. Pengguna jasa, dalam hal ini pelanggan atau pemohon ijin KPPT, 
akan merasa puas jika pelayanan yang diberikan telah sesuai dengan yang 
diharapkan, begitu pula sebaliknya, jika pelayanan yang diberikan belum sesuai 
dengan yang diharapkan maka pengguna jasa belum merasa puas. 
Untuk menilai kualitas pelayanan KPPT Surakarta, maka diperlukan 
indikator yaitu kehandalan pegawai dalam memberikan pelayanan, jaminan 
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kepastian keamanan, tangibles/fasilitas fisik, empati yaitu keramahan petugas 
dalam memberikan pelayanan, dan daya tanggap/responsiveness, respon petugas 
untuk membantu pelanggan dan kepedulian terhadap keluhan penggunanya. 
1. Kehandalan (reliability) 
Kehandalan yaitu kemampuan memberikan pelayanan dengan segera dan 
memuaskan. Dalam hal ini dapat dilihat dari kesigapan atau kecepatan pegawai 
dalam melayani pelanggan dan penguasaan materi dalam memberikan informasi 
kepada pelanggan. Pengguna jasa KPPT Surakarta berharap setiap mereka datang 
ke KPPT Surakarta untuk mengajukan ijin dan mengetahui informasi mengenai 
apa yang ingin mereka ketahui di KPPT Surakarta, mereka mendapatkan apa yang 
mereka cari dan mendapatkan pelayanan yang cepat dan tepat, khususnya dalam 
penerbitan SIUP.   
Bapak Edi dari PT Anugerah Jaya: 
“kalau di KPPT para pegawainya selalu memberi info lengkap tentang 
syarat-syarat buat pengajuan ijinnya Mbak, nggak kayak di kelurahan, 
malah dipersulit. Pokoknya pelayanan yang diberikan oleh KPPT terutana 
pegawainya tidak mengecewakan.” (wawancara, 24 Maret 2010) 
 
Hal yang sama juga dikatakan oleh Bapak Antok dari PT Laksana Industri 
dan Tridharma Karya: 
“pegawai disini juga sangat teliti mengenai kelengkapan syarat-syarat 
permohonan ijin, kurang satu syarat saja pelanggan disuruh pulang untuk 
segera melengkapi agar nantinya iji bisa keluar tepat pada waktunya.”, 
tambahnya. (wawancara, 24 Maret 2010) 
 
Bapak Yanto, peserta PKMS juga mengatakan: 
“kalau disini pegawainya cekatan, cepet banget gitu, yang lama tu 
ngantrinya Mbak, mungkin gara-gara pegawainya cuman sedikit ya.” 
(wawancara, 24 Maret 2010) 
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Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Evi dari Resto Bintang: 
“disini pegawainya ramah-ramah Mbak, kerjanya juga cepet, lha wong 
ngantri kaya gini aja selesainya ngurusi ijin orang-orang itu cepet banget, 
ini tadi saya baru aja duduk mu nunggu ijin saya malah udah dipanggil, 
saya kira malah jadinya masih nanti siang.” (wawancara, 27 Januari 2010) 
 
Pernyataan yang diungkapkan oleh Ibu Erma Suryani, MT, selaku Kepala 
Seksi KPPT Surakarta berikut ini: 
“pegawai KPPT telah mendapatkan pelatihan khusus tentang kepribadian, 
yaitu bagaimana menyapa pelanggan, melayani dengan cepat, tepat dan 
tentu saja ramah, setelah itu baru diseleksi untuk menjadi pegawai KPPT.” 
(wawancara, 27 Maret 2010) 
 
Pernyataan-pernyataan dari pelanggan dan dari pihak KPPT di atas 
menunjukkan bahwa kehandalan, dalam hal ini kecepatan pegawai dalam 
melaayani para pelanggan dan ketepatan informasi yang diberikan oleh pegawai 
KPPT kepada pelanggan, sudah sesuai dengan harapan para pelanggannya atau 
bisa dikatakan sangat baik karena sejauh ini pelanggan merrasa puas dengan 
pekerjaan para pegawai KPPT Surakarta. 
2. Jaminan Kepastian (Assurance) 
Pandangan positif akan datang kepada organisasi pelayanan publik apabila 
seseorang atau pelanggan merasa adanya jaminan atau kepastian dalam pelayanan 
yang diberikan dalam proses pelayanan. Jaminan/assurance yaitu kemampuan 
organisasi dalam memberikan kepercayaan kepada pelanggan, dalam penelitian 
ini jaminan kepastian diukur dari kejelasan dan kepastian mengenai prosedur 
pelayanan, rincian biaya pelayanan, jadwal waktu penyelesaian pelayanan, hak 
dan kewajiban baik pemberi maupun penerima layanan. 
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Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Drs. Toto Amanto selaku Kepala 
KPPT sebagai berikut: 
“KPPT adalah sebuah lembaga pelayanan perijinan, jadi mempunyai 
waktu kerja selama 6 hari, dan untuk waktu pelayanan KPPT selalu 
disiplin dan tepat waktu sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, jadi 
memang pelayanan yang dilakukan penuh dengan jaminan kepastian.” 
(wawancara, 4 Desember 2009) 
 
Porsedur yang ditetapkan dalam pelaksanaan pelayanan penerbitan ijin di 
KPPT Surakarta adalah sebagai berikut: 
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Bagan 1.4 
Prosedur Pelayanan KPPT Surakarta 
 
      
 
  
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
Sumber : Keputusan Walikota Surakarta Nomor 065/187/1/2005 
 
pemohon 
datang 
Berkas 
masuk 
(1) 
penelitian 
validasi 
(2) 
Entry data 
komputer 
(3) 
 
Tim Pemeriksa 
Lapangan 
(4) 
Rapat Tim 
Pertimbangan 
(5) 
Out put : 
a. Ditolak 
b. Ditunda 
c. diterima 
Dikembalikan 
berkasnya 
(6a) 
 
Diberi waktu 
melengkapi 
syarat (6b) 
Dihitung 
biayanya 
(6c) 
Pembayaran di 
Kas Daerah 
(7) 
 
(7) 
cetak  
dokumen 
(8) 
proses tanda 
tangan Pejabat 
(9) 
 
 
(9) 
agenda/ 
administrasi 
(10) 
 
Penyerahan 
dokumen 
(11) 
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Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Augustinus Aditya Pramono dari PT 
Kaosal Prima dan Bapak Daryono dari CV Hasil Karya sebagai berikut: 
“ijin saya di brosur prosedur dituliskan bisa jadi 7 hari, dan nyatanya juga 
jadi 7 hari, sesuai dengan informasi yang saya dapatkan dari sini.” 
(wawacara, 4 April 2010) 
 
“pas ko Mbak, katanya pihak KPPT kan ijin saya bisa keluar dalam 7 hari, 
asalkan syarat-syaratnya lengkap, trus ya saya datang kesini dengan 
syarat-syarat yang sudah ditentukan, trus ya 7 hari kemudian saya dikabari 
pihak KPPT kalau ijin saya udah keluar, jadi langsung saya ambil.” 
(wawacara, 4 April 2010) 
 
Bapak Antok dari PT Laksana Industri dan Tridharma Karya mengatakan : 
“informasi mengenai syarat-syarat pegajuan ijin hingga besarnya biaya 
dan lamanya waktu jadinya ijin sudah terperinci dan sangat jelas, jadi saya 
bisa tau kira-kira habisnya biaya buat bikin ijin tu totalnya berapa.” 
(wawancara, 24 Maret 2010) 
 
Bapak Milo Hartono dari PT Adsorsing Penyedia Tenaga Kerja 
menambahkan: 
“ijin saya ini jadinya kurang dari 7 hari lho Mbak, lebih cepet daripada 
waktu yang ditentukan. Saya tahu ijin saya sudah jadi lebih cepet tu ya 
dari pihak KPPT yang menelepon saya, katanya “Bapak, ijinnya sudah 
jadi, bisa diambil hari ini di KPPT”, gitu Mbak, padahal menurut prosedur 
waktunya harusnya jadinya besok.” (wawancara, 24 Maret 2010) 
 
“saya kan sering ngurus ijin ke KPPT, Mbak, dan dari dulu sampai 
sekarang dari pihak KPPT nggak pernah telat menerbitkan ijin yang saya 
urus.” (wawancara, 25 Maret 2010) 
 
Mengenai jaminan yang ditawarkan oleh KPPT, Ibu Erma Suryani, MT 
selaku Ketua Seksi KPPT Kota Surakarta menanggapi hal sebagai: 
“kalau keterlambatan dari pihak KPPT sangat jarang ditemui. Tapi kalau 
ada keterlambatan waktu biasanya terjadi saat cek di lapangan dan itu 
kebanyakan disebabkan oleh pemohon ijin yang tidak ada di tempat dan 
lebih seringnya data yang diisikan pada formulir tidak sesuai dengan 
keadaan di lapangan. Jika masalah tersebut menyebabkan surat ijin 
terlambat terbit, maka KPPT akan memberikan konsekuensi. Pernah sekali 
terjadi dan itu dari pihak KPPT langsung membuat surat permintaan maaf 
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secara tertulis yang ditujukan kepada pelanggan.” (wawancara, 27 Maret 
2010) 
 
Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa 
jaminan (assurance), mulai dari kepastian mengenai prosedur pelayanan, rincian 
biaya pelayanan, jadwal waktu penyelesaian pelayanan, hak dan kewajiban baik 
pemberi maupun penerima layanan, bisa dikatakan sudah terjamin. Masalah 
keterlambatan yang muncul dari pihak KPPT sendiri, sudah ada konsekuensi dari 
KPPT. Hal tersebut dilakukan untuk tetap mendapatkan kepercayaan dari para 
pelanggan. 
3. Fasilitas fisik (Tangibles) 
Aspek tangibles merupakan salah satu dimensi penting dalam pengukuran 
kualitas pelayanan karena pelayanan jasa tidak dapat dilihat, dicium, diraba 
sehingga klien akan menggunakan indera penglihatannya untuk menilai kualitas 
pelayanan yang diberikan, tangibles adalah kenampakan fisik dari gedung kantor, 
peralatan, pegawai, dan fasilitas-fasilitas lain yang dimiliki oleh penyedia layanan. 
Pelanggan akan mempunyai persepsi bahwa KPPT Surakarta mempunyai 
kualitas pelayanan yang baik apabila gedung ruangannya terlihat mewah serta 
peralatannya menggunakan teknologi maju/canggih dan ruangan yang digunakan 
nyaman serta sesuai kebutuhan pelayanan. Pelanggan akan mengabarkan ke orang 
lain bahwa KPPT Surakarta ruang tunggunya bersih dan ber-AC, ada TV-nya, 
kursi tunggunya empuk, hal-hal tersebut akan memberikan kesan bahwa 
organisasi tersebut memberikan salah satu kualitas pelayanan yang baik, namun 
berbeda jika mengenai ruang-ruang yang ada di KPPT, karena jumlah dan luas 
ruangnya terbatas. 
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Atribut lain dari dimensi tangibles yang mempengaruhi persepsi 
pelanggan dalam menilai kualitas pelayanan adalah tersedianya formulir 
permohonan yang mudah dipahami, leaflet, booklet, dan poster-poster pelayanan. 
Penelitian ini tangibles diukur dari tersedianya sarana pelayanan dan fasilitas 
penunjang pelayanan. 
Menurut Bapak Toto Amanto, selaku Kepala KPPT Surakrta, saran dan 
fasilitas yang dimiliki oleh KPPT sudah cukup memadai dan lengkap, sementara 
kondisi sejumlah sarana yang ada di KPPT seperti komputer, kalkulator, telepon 
masih dalam kondisi baik. Fasilitas yang disediakan juga sudah cukup memadai 
untuk pelayanan.  
Berikut tanggapan dari Bapak Drs. Toto Amanto, MM, selaku kepala 
KPPT Surakarta: 
“untuk sarana dan prasaran pelayanan yang ada di KPPT ini sudah 
mencukupi untuk melayani perijinan, kondisinya masih baik dan memadai 
karena memang dirancang untuk mendukung proses penyelesaian 
perijinan, meskipun jumlah ruangannya terbatas. Fasilitas penunjang 
pelayanan seperti ruang tunggu ber-AC, ada TV layar datar yang besar dan 
diusahakan selalu bersih sehingga pemohon ijin merasa nyaman. Kami 
juga mempunyai anjungan informasi mandiri (touch screen) agar pemohon 
ijin yang malas atau malu bertanya kepada kami mudah memperoleh 
informasi tentang pelayanan yang ada di KPPT Surakarta ini.” 
(wawancara, 4 Desember 2009) 
 
Komentar dari Ibu Erma Suryani, MT, selaku Kepala Seksi KPPT, 
mengatakan hal berikut ini: 
“fasilitas atau sarana prasarana disini sebagaian besar memang dalam 
keadaan baik, untuk setiap ruangan yang ada di KPPT dilengkapi denagan 
AC, inventaris yang lain juga masih bisa bekerja dengan baik. Untuk 
pemberian informasi kepada pelanggan, KPPT juga menyediakan touch 
screen, leaflet, booklet, dan poster-poster pelayanan. Hanya saja untuk 
masalah ruang, KPPT masih belum mempunyai ruang yang cukup, 
kemudian masalah transportasi bagi para petugas yang bekerja di 
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lapangan, mobil hanya tersedia satu buah saja, itupun sering mogok, 
padahal untuk peninjau lapangan, kami sering berbarengan melakukan 
peninjauan di tempat yang ditetapkan, biar cepet maksudnya, tapi karena 
mobilnya cuman satu, ya jadinya dipakai bergantian. Padahal peninjauan 
lapangan dilakukan untuk ijin-ijin tertentu, salah satunya untuk ijin IMB, 
yang juga berkaitan dengan SIUP.” (wawancara, 27 Maret 2010) 
 
Sarana pelayanan merupakan faktor yang mempengaruhi kelancaran 
pegawai dalam memberikan pelayanan. Selain itu fasilitas layanan yang 
disediakan juga akan memberikan kontribusi pada tingkat kepuasan masyarakat 
dalam pelayanan. Pendapat dari masyarakat selaku pemohon ijin usaha di KPPT 
menanggapi sarana yang ada di KPPT. Pendapat disampaikan oleh Bapak Antok 
dari PT Laksana Industri dan Tridharma Karya dan Bapak Milo Hartono dari PT 
Adsorsing: 
“kalau fasilitas di KPPT, untuk sekelas Kota Surakarta termasuk sangat 
bagus, seperti fasilitas di bank-bank itu. AC, LCD yang besar, kursi 
tunggu yang nyaman, petugas yang smart dan ramah.” (wawancara, 24 
Maret 2010) 
 
“sarana yang ada di KPPT menurut saya sudah cukup memadai sesuai 
yang dibutuhkan, ada papan pemberitahuan jumlah biaya yang harus 
dibayar, jadi merasa aman. Terus barang-barangnya masih baik, keliatan 
baru dan bersih. Fasilitasnya sudah cukup bagus tapi saya di sini cuma 
sebentar nggak ada setengah jam jadi tidak saya manfaatin semuanya. 
Tempat parkirnya sekarang sudah baru, letaknya di depan, tidak kayak 
dulu, di belakang dan sedikit semrawut.” (wawancara 24 Maret 2010) 
 
 
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu Evi dari Resto Bintang. 
 
“fasilitasnya bagus Mbak, rasanya seperti masuk ke bank, pegawainya 
juga seragamnya kaya pegawai bank. Jadi cari ijin disini rasanya nyaman. 
Kursi tunggunya juga sangat nyaman, TV-nya besar, jadi bisa dilihat oleh 
pelanggan di seluruh ruangan.” 
 
Ungkapan sedikit berbeda disampaikan oleh Bapak Edi dari PT Anugerah 
Jaya: 
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“sarananya dah cukup bagus, tapi mungkin meja pelayanan perlu dikasih 
tulisan petunjuk ngurus ijin tertentu, nggak cuma loket-loket dengan angka 
saja, jadi biar nggak bingung dari sini kudu ke sana. Untuk ffasilitas sudah 
cukup bagusMbak, penataan ruangannya juga rapi dan bersih, enek 
dipandang mata, tapi sayangnya lagi kursi tunggunya kurang banyak, 
kadang ada pelanggan yang berdiri di luar kalau disini pas ramai.” 
(wawancara, 24 Maret 2010) 
 
Berdasarkan pengamatan di lapangan, fasilitas penunjang yang terdapat di 
KPPT terlihat dari pertampakan ruang palayanan di KPPT Surakarta diatur seperti 
pelayanan di bank-bank yaitu menggunakan meja panjang. Hal ini dilakukan 
untuk menghilangkan kesan birokratis serta menunjukkan kesungguhan pelayanan 
dalam memberikan pelayanan. Ruang KPPT terdiri dari 3 ruangan, yaitu ruang 
kepala, ruang staff, serta ruang rapat. Ruang staff dibagi menjadi 2 bagian yaitu 
ruang staff untuk pegawai pengadministrasian dan ruangan pelayanan (front 
liner), ruang rapat digabung dengan ruang arsip. Penggabungan beberapa fungsi 
rung yang ada di KPPT dikarenakan jumlah ruang dan luas area KPPT sangat 
terbatas. 
Untuk menghindari antrean panjang, disediakan ruang tunggu yang terdiri 
dari 6 kursi panjang yang letaknya berada di depan meja pelayanan dengan jarak 2 
meter. Hal ini dimaksudkan agar di dalam ruangan tersebut di dalam ruangan 
terlihat rapi dan tertib. Ruang tunggu pelayanan dalam pelayanan dalam 
pandangan penulis terlihat cukup bersih, sejuk dan peralatan-peralatannya 
kelihatan masih baru dan cukup baik. Ditambah juga adanya LCD untuk 
mengurangi kejenuhan. Untuk mempermudah informasi mandiri (touch screen), 
papan bagan alur pelayanan, papan jumlah penarikan retribusi, papan janji waktu 
pelayanan dan meja pelayanan customer service yang letaknya di dekat pintu 
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masuk KPPT. Ada juga speaker untuk memanggil nama-nama pemohon yang 
sedang mengantri. KPPT Surakarta memiliki lahan parkir di depan kantor yang 
cukup luas untuk menampung kendaraan para pelanggan, baik motor maupun 
mobil, yang telah disediakan oleh pihak Balaikota Surakarta. 
Ada juga kotak saran yang disediakan oleh pihak KPPT Surakarta yang 
dapat dimanfaatkan pelanggan utuk menyampaikan saran atau keluhan apabila 
enggan menyampaikan secara langsung. Namun jarang masyarakat yang 
memanfaatkannya bahkan kurang peduli terhadap keberadaan kotak tersebut. 
Dari pendapat-pendapat di atas dapat diketahui bahwa sebagaian 
masyarakat selaku pemohon ijin usaha beranggapan sarana yang dimiliki KPPT 
Surakarta sudah cukup bagus, kondisinya juga baik, namun perlu penambahan 
sarana lagi seperti tulisan penunjuk jenis perijinan di meja ruang pelayanan, 
penambahan mobil untuk peninjauan ke lokasi juga perlu dilakukan agar mobilitas 
berjalan lancar, serta penambahan gedung atau ruangan karena ruang di KPPT 
Surakarta sangat terbatas. Beberapa hal yang menjadi masalah dalam indikator 
tangibles/fasilitas fisik yang ada di KPPT membuat KPPT Surakarta masih belum 
bisa dikatakan bagus dalam segi ini, karena masalah tersebut, meskipun sedikit, 
bisa mengganggu jalannya proses pelayanan penerbitan ijin. 
4. Empati 
Empati cukup penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan pelayanan 
karena empati adalah sikap yang menunjukkan kepedulian terhadap sesuatu atau 
seseorang. Pada diri setiap manusia terdapat kebutuhan kejiwaan untuk dihargai. 
Dalam lingkungan instansi pemerintah, dimana para pelanggannya adalah 
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masyarakat, empati diperlukan untuk kelangsungan layanan kepada masyarakat 
dalam kaitannya dengan tujuan pembangunan.  
Konsep empati diarahkan untuk memberikan keoedulian penuh terhadap 
pelanggan yaitu meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi 
yang baik, perhatian pribadi dan memahami kebutuhan para pelanggan. Dalam 
penelitian ini indikator yang digunakan untuk menilai empati adalah kemampuan 
pegawai KPPT Surakarta untuk mudah dihubungi dan berkomunikasi serta 
keramahan kepada para pelanggan. 
Terkadang pemohon ijin ingin diperlakukan lebih oleh petugas serta 
pelayanan istimewa seperti pemberian informasi secara langsung lewat telepon. 
Berikut pernyataan Kepala KPPT Surakarta, Bapak Drs. Toto Amanto, MM, 
mengenai kemudahan petugas KPPT untuk dihubungi serta komunikasi: 
“untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat/konsumen, kami lakukan 
selain dengan pelayanan yang ramah juga dengan sosialisasi dan siap 
untuk memberi informasi yang diperlukan. Sebagai contoh, jika keesokan 
harinya akan ada cek lapangan, KPPT menelpon untuk meberitahukannya. 
Atau apabila ada telepon masuk, akan segera kami angkat dan member 
informasi yang dibutuhkan. Selain itu kami juga membuka peluang kepada 
pelanggan memberi masukan tentang pelayanan yang mereka inginkan 
seperti apa.” (wawancara 4 Desember 2009). 
 
Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Erma Suryani, MT, selaku Kepala 
Seksi KPPT Surakarta seperti berikut: 
“untuk menjalin komunikasi dengan pemohon ijin kami lakukan sosalisasi 
dan siap untuk member informasi yang diperlukan dengan bertatapmuka 
langsung. Dan juga petugas mencantumkan nama dan nomor yang bisa 
dihubungi pelanggan sewaktu-waktu butuh informasi mengenai 
perijinannya tersebut, jadi bisa menghubungi dan berkomunikasi 
langsung.” (wawancara, 27 Maret 2010) 
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Mengenai kemudahan dihubungi dan berkomunikasi, beberapa pemohon 
ijin memberikan pendapatnya. Berikut pendapat Bapak Edi, dari PT Anugerah 
Jaya: 
“mereka mudah untuk dihubungi kok Mbak, soal tukar pendapat saya 
belum pernah.” (wawancara, 4 April 2010) 
 
Ibu Evi dari Resto Bintang memberikan komentar yang sama: 
“iya Mbak, mereka mudah untuk dihubungi, dulu saya nunggu petugas 
untuk cek lapangan nggak datang-datang, trus sama bos saya disuruh 
telpon KPPT, ternyata mereka sudah dalam perjalanan.” (wawancara, 27 
Januari 2010) 
 
Selain kemudahan melakukan hubungan komunikasi bagi pelanggan 
dengan para pegawai KPPT, mereka juga memperoleh pelayanan dengan cepat 
dan penuh keramahan. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Augustinus  Aditya 
Pramono dari PT Kaosal Prima, Bapak Antok dari PT Laksana Industri dan 
Tridharma Karya, Bapak Daryono dari CV Hasil Karya, dan Bapak Milo Hartono 
dari PT Adsorsing, sebagai berikut: 
“pegawai di KPPT ramah-ramah, murah senyum, dan umumnya good 
looking people gitu, jadi yang lagi antri pun bisa terhibur.” (wawancara, 4 
April 2010) 
 
“selain teliti dan cepat, kualitas lain yang dimiliki oleh pegawai KPPT 
adalah ramah tamahnya. Saat memberikan pelayanan, mereka selalu 
tersenyum dan ramah terhadap siapapun, tanpa membedakan siapa 
pelanggan mereka.” (wawancara, 24 Maret 2010) 
 
“pegawai disini perhatian dan kompak, mereka sudah memenuhi harapan 
saya sebagai penggunanya, tidak seperti pegawai negeri lain yang sering 
kita lihat hanya ngobrol-ngobrol baca koran, dan biasanya acuh kepada 
pelanggan, disini lebih efisien waktu dan lebih ramah.” (wawancara 4 
April 2010) 
 
“petugas disini memperlakukan saya dengan baik dan ramah, jadi seperti 
sudah kenal lama gitu Mbak, ya mungkin karena saya sering kesini untuk 
101 
 
mengurus SIUP klien-klien saya, jadi saya merasa diperhatikan apa yang 
saya inginkan juga terpenuhi.” (wawancara, 24 Maret 2010) 
 
Pernyataan-pernyataan di atas menunjukkan bahwa para pelanggan merasa 
telah diperhatikan oleh KPPT dan merasa puas dengan apa yang telah diberikan 
oleh KPPT. 
Saat dikonfirmasi mengenai beberapa pernyataan pemohon ijin yang 
menganggap KPPT sudah memberikan empati yang baik kepada pelanggan, 
Bapak Drs. Toto Amanto, MM, selaku Kepala KPPT Surakarta mengatakan: 
“KPPT berusaha mengetahui apa sih yang diinginkan pemohon ijin. 
Sebelum KPPT ada kan isu yang berkembang mengenai perijinan usaha 
ini kan prosedurnya menyulitkan, batas waktu penyelesaian tidak menentu, 
banyak pungutan, petugas tidak ramah. Dari isu tersebut kami bisa 
mengetahui keinginan pemohon berarti mereka menginginkan kepastian 
waktu, keramahan, prosedur yang mudah, biaya yang transparan. Kami 
tahu keinginan tersebut kemudian kami berusaha memenuhi keinginan 
tersebut.” (wawancara, 4 Desember 2009) 
 
Selain pendapat di atas, Bapak Drs. Toto Amanto, MM, juga menambahkan: 
“selain itu, para pegawai juga diberi pelatihan langsung mengenai etika 
pelayanan yaitu pelatihan kepribadian, sebelum dipekerjakan di KPPT, 
dengan begitu dalam menghadapi pemohon ijin yang mempunyai 
karakteristik berbeda-beda, petugas dapat tanggap tentang langkah yang 
harus dilakukan. Misalnya kalau ada pemohon ijin yang tidak sabaran 
berarti kita harus member perhatian lebih dan pegawai harus lebih sabar. 
Selain itu setiap ada pemohon ijin yang memerlukan bantuan segera 
dibantu sehingga merasa selalu diperhatikan.” (wawancara, 4 Desember 
2009) 
 
Pernyataan-pernyataan di atas dapat diketahui empati/perhatian di KPPT 
sejak awal sudah menjadi salah satu hal yang diperhatikan dalam memberikan 
pelayanan. Empati yang diberikan bisa terlihat dalam hal kemudahan komunikasi 
yang sudah terbuka kepada pemohon. Selain itu, komunikasi yang lancar di KPPT 
didukung dengan adanya sarana telepon dan kemauan petugas pelayanan untuk 
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diajak berkomunikasi. perhatian pribadi yang diberikan kepada pemohon ijin yaitu 
terwujudnya perijinan yang efisien waktu dan biaya, petugas juga berusaha 
mengenal dan member perlakuan yang istimewa kepada setiap pemohon ijin. 
Adapun upaya yang dilakukan pihak KPPT untuk member perhatian pribadi 
kepada pemohon ijin yaitu dengan cara bersikap ramah dan senantiasa memenuhi 
kepentingan para pemohon ijin. 
5. Daya tanggap (Responsiveness) 
Pelayanan yang baik baru akan terlaksana bilamana pemberi layanan 
(provider) benar-benar mempunyai kamauan untuk melayani secara tanggap. 
Pelayanan tidak akan berhasil memuaskan pelanggan secara optimal apabila 
pemberi layanannya buruk dan bahkan akhirnya akan menurunkan reputasi 
organisasi publik itu sendiri. 
Responsiveness adalah kemauan atau kesiapan para pemberi pelayanan 
untuk memberikan jasa pelayanan yang dibutuhkan pelanggan dengan tanggap 
yaitu meliputi sikap tanggap untuk membantu pelanggan yang membutuhkan 
informasi atau mengeluhkan pelayanan yang diterima serta kepedulian, kesiapan 
atau kecekatan pegawai dalam memberikan pelayanan dengan segera kepada para 
pelanggan. Indikator daya tanggap dalam penelitian ini ditunjukkan melalui 
ketanggapan pegawai dalam menghadapi keluhan pelanggannya. 
Organisasi di bidang jasa dalam memberikan pelayanan tidak luput dari 
konplain/keluhan pelanggan. Hal ini terjadi karena karakteristik pelanggan yang 
berbeda-beda. Pelanggan akan merasa senang terhadap sikap petugas pelayanan 
yang serius menangani setiap keluhan yang disampaikan serta bersama-sama 
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mencari jalan keluar. Pegawai dalam situasi seperti ini harus mempunyai kemauan 
untuk memecahkan masalah dan kendala secara cermat, tepat, dan bijaksana. 
Keluhan oleh pelanggan adalah salah satu ungkapan penilaian akan 
kualitas yang didapatkannya. Keluhan timbul karena rasa ketidakpuasan pihak 
pelanggan. Bagaimanapun keluhan itu datang dan tujuannya tiap petugas 
pelayanan harus mempersiapkan mental dalam menghadapi keluhan. Berikut 
kutipan pernyataan Bapak Drs. Toto Amanto, MM, selaku Kepala KPPT 
Surakarta mengenai keluhan pelanggan: 
“selama ini KPPT jarang sekali ada komplain dari pemohon ijin, tetapi bila 
pemohon ijin ingin mengajukan komplain, mereka bisa langsung 
memasukkan komplain ke kotak saran atau langsung disampaikan kepada 
KPPT lewat petugas yang ada di depan, atau bisa langsung SMS ke 
Walikota karena KPPT ini tanggung jawabnya kepada masyarakat dan 
Walikota. Langkah kami jika ada komplain ya kami segera mengatasinya, 
kadang kami juga mengadakan brifing untuk membahas permasalahan 
dalam memberikan pelayanan sehingga pelayanan prima bisa terwujud.” 
(wawancara, 4 Desember 2009) 
 
Tanggapan dari Ibu Erma Suryani, MT, selaku Kepala Seksi KPPT 
Surakarta adalah sebagai berikut: 
“kalau ada pemohon yang komplain lebih sering langsung pada petugas 
yang melayani, kami akan menanggapinya dengan sabar dan ramah, 
misalnya kesalahan manusiawi seperti salah ketik bisalangsung kami 
benarkan, tapi kalau ada yang mendesak sampai butuh penyelesaian 
langsung biasanya Kepala KPPT ikut turun langsung, atau jika ada 
keterlambatan seperti yang pernah terjadi dulu, pelanggan meminta 
konsekuensi ya kami buat permintaan maaf secara tertulis di media cetak, 
pokoknya ya tetap dengan kepala dingin tapi juga memberikan jalan keluar 
terbaik pada pemohon itu. ” (wawancara, 27 Maret 2010) 
 
Pernyataan-pernyataan tersebut menunjukkan bahwa untuk mengajukan 
komplain/keluhan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan, pelanggan dapat 
menyampaikan langsung kepada petugas KPPT yang bersangkutan, kotak saran 
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atau SMS ke Walikota. Langkah yang dilakukan untuk mengatasi komplain yang 
ada yaitu segera mengatasi permasalahan yang ada jika dinilai urgent dengan 
mengadakan rapat membahas permasalahan-permasalahan yang ada dalam 
memberikan pelayanan kepada pelanggan.  
Berikut kutipan pendapat Bapak Milo Hartono dari PT Jasa Adsorsing 
mengenai ketanggapan pegawai KPPT dalam menghadapi komplain: 
“saya belum pernah komplain ke KPPT, soalnya sejauh ini saya sudah 
cukup puas dengan kerja Petugas KPPT. Saya rasa mereka cukup tanggap 
juga, ngerjain tugasnya dengan terampil dan cekatan juga.” (wawancara, 
24 Maret 2010) 
 
Pendapat senada juga disampaikan oleh Ibu Evi dari Resto Bintang dan 
Bapak Edi dari PT Anugerah Jaya: 
“saya belum pernah komplain, soalnya dari awal petugas sudah 
menjelaskan syarat dan bagaimana prosedurnya, jadi ya baik-baik saja 
menurut saya Mbak di sini.” (wawancara, 27 Januari 2010) 
 
“saya sih belum pernah komplain, pelayanannya bagus Mbak, sampai 
sejauh ini saya merasa puas, beda sama pelayanan di tingkat bawah seperti 
di kelurahan, disini sangat profesional.” (wawancara, 24 Maret 2010) 
 
Pendapat berbeda datang dari Bapak Ambar pencari PKMS: 
“kalau komplain saya pernah Mbak, tapi ya cuman masalah salah ketik 
nama desa, tapi setelah saya bilang ke petugasnya langsung dibenerin.” 
(wawancara, 4 April 2010) 
 
Pernyataan-pernyataan dari para pelanggan di atas dapat diketahui bahwa 
jarang sekali ada komplain dari pelanggan, namun apabila ada komplain, petugas 
segera meminta maaf kepada pelanggan dan segera mengatasi permasalahan yang 
ada, sehingga pelanggan tidak terlalu kecewa terhadap pelayanan yang diberikan. 
Petugas pelayanan KPPT selalu responsif terhadap setiap pelanggan yang 
datang dengan selalu menyapa dan menawarkan bantuan kepada pelanggan. Daya 
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tanggap mengenai pemberian informasi di KPPT juga tidak luput dari partisipasi 
pelanggan yang selalu aktif bertanya kepada petugas secara langsung. Selain itu 
untuk menyampaikan komplain, daya tanggap di KPPT terlihat dari adanya sarana 
kotak saran, pengaduan langsung ke Walikota lewat SMS, meskipun secara 
keseluruhan responsivitas di KPPT sudah cukup baik, namun masih ada beberapa 
kekurangan yang apabila ditangani dengan baik dapat menciptakan suatu kinerja 
pelayanan yang prima. Adanya pelanggan yang mengeluhkan kesalahan ketik 
pada dokumennya akibat kesalahan manusiawi SDM petugasnya, tidak cukup 
hanya dengan permohonan maaf dari petugas, tapi perlu ditindaklanjuti dengan 
labih teliti lagi serta meminta pelanggan meneliti kembali dokumennya sebelum 
dibawa pulang, sehingga kesalahan seperti itu bisa diminimalisir lebih awal. 
 
D. Akuntabilitas 
 Akuntabilitas dapat disimpulkan sebagai kewajiban seseorang atau unit 
organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian 
sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam 
rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melallui media 
pertanggungjawaban secara periode (LAN dalam JW, 2001:149) 
KPPT Surakarta dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya harus jelas 
dan wajib mempertanggungjawabkan kegiatannya dalam bentuk laporan kepada 
lembaga/birokrat yang ada di atasnya dalam hal ini Walikota Surakarta atau 
kepada pihak yang memerlukan pertanggungjawabannya, misalnya kepada pihak-
pihak terkait yang bekerja sama dengan KPPT Surakarta. Pertanggungjawaban 
106 
 
yang dilakukan secara langsung kepada instansi yang ada di atasnya, akan mudah 
melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugasnya, sehingga kemungkinan 
akan terjadinya penyelewengan-penyelewengan bisa diperkecil. 
KPPT Surakarta mempertanggungjawabkan secara vertikal kepada 
Walikota Surakarta, sedangkan pertanggungjawaban secara horizontal dilakukan 
kepada masyarakat. Berikut ungkapan beliau: 
“masalah pertanggungjawaban secara rutin kita melaporkan ke Walikota. 
Biasanya ada laporan setiap bulan dan tiap tahun. Tangung jawab KPPT 
juga ditujukan pada masyarakat.” (wawancara, 4 Desember 2009) 
 
Akuntabilitas yang dilaksanakan di KPPT Surakarta ada dua macam, 
yaitu: 
1. Legal accountability (Akuntabilitas Legal) 
Akuntabilitas legal merupakan pertanggungjawaban atas ketaatan terhadap 
peraturan perundang-undangan. Kerja KPPT berdasarkan tupoksi, yaitu tugas 
pokok dan fungsi, yaitu berdasarkan Perda Kota Surakarta No.6 tahun 2008 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, BAB VII 
pasal 60, sepeti yang disampaikan oleh Bapak Drs. Toto Amanto, MM, selaku 
Kepala KPPT Surakarta sebagai berikut: 
“pelaksanaan kegiatan KPPT didasarkan pada tupoksi KPPT yang sesuai 
dengan Perda Kota Surakarta No.6 tahun 2008 Tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta.” (wawancara, 4 Desember 
2010) 
 
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Perintah (LAKIP) yang dibuat oleh 
KPPT Surakarta, isinya berkaitan dengan sistem pelayanannya, SDM, target 
kegiatan, penambahan fasilitas, bisa dipenuhi atau tidak. LAKIP dibuat oleh 
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Kepala KPPT Surakarta dan diserahkan kepada Walikota sebagai 
pertanggungjawaban pihak KPPT dalam pelaksanaan kegiatan KPPT. 
Mengenai kesesuaian prosedur dengan pelaksanaannya, Bapak Drs. Toto 
Amanto, MM, selaku Kepala KPPT Surakarta memberi tanggapan seperti berikut: 
“di KPPT sudah tertulis dengan jelas bagaimana prosedur pemberian 
layanan kepada para pelanggan, prosedur tersebut sudah dicantumkan 
lamanya pemrosesan ijin, mulai dari masuknya berkas-berkas sebagai 
syarat-syarat permohonan ijin hingga penerbitan ijinnya, jadi dari pihak 
KPPT sendiri semua sebisa mungkin dilaksanakan sesuai dengan prosedur 
yang telah ditetapkan. Sedangkan kegiatan di luar prosedur sangat jarang 
dilakukan, atau bisa dikatakan belum pernah dilakukan.” (wawancara, 4 
Desember 2009) 
 
2. Outcome  accountability  
Akuntabilitas ini merupakan tanggung jawab atas hasil pelaksanakan 
tugas. KPPT Surakarta yang ditugasi sebagai instansi penerbitan ijin di Surakarta 
harus mempertanggungjawabkan tugasnya kepada instansi di atasnya , yaitu 
Walikota. Pemenuhan tanggung jawab yang dilakukan KPPT kepada walikota 
yaitu dengan melaksanakan tugasnya sebagai kantor pelayanan perijinan, yaitu 
menerbitkan ijin-ijin yang telah ada di KPPT Surakarta, terutama penerbitan SIUP 
dan menyetor retribusi dari segala retribusi yang masuk, ke Dinas Kas Daerah 
Kota Surakarta. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Bapak Drs. Toto 
Amanto, MM, selaku Kepala KPPT Surakarta: 
“KPPT Surakarta menerbitkan semua ijin yang ada di daftar pelayanan 
KPPT Surakarta, kami juga menampung retribusi yang disetor dari 
masyarakat untuk sementara, karena setelah disetor ke KPPT, dana 
retribusi tersebut kami setorkan ke Dinas Kas Daerah Kota Surakarta. 
Biasanya tidak semua dana retribusi kami setorkan ke Dinas Kas Daerah, 
karena Dinas Kas Daerah tutup puku 13.00, padahal sering terjadi setelah 
jam 13.00 masih ada pelanggan yang datang untuk menyetor dana 
retribusi. Jika hal tersebut terjadi, kami biasanya meyetor retribusi tersebut 
hari berikutnya.” (wawancara, 4 Desember 2009) 
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Jumlah SIUP dan retribusi dari SIUP Kota Surakarta pada periode Januari-
September 2009 adalah sebagai berikut: 
Tabel 1.6 
Jumlah SIUP dan Retribusi SIUP Periode Januari-September 2009 
Nama Jumlah 
SIUP 
- SIUP Kecil 
- SIUP Menengah 
- SIUP BEsar 
 
1013 
810 
122 
  81 
Retribusi SIUP Rp 309.402.000,- 
 
KPPT Surakarta memang menangani masalah retribusi, namun dana yang 
berasal dari retribusi tidak masuk ke dalam kas milik KPPT. Semua uang retribusi 
setiap hari selalu disetorkan oleh pihak KPPT kepada Kas Daerah. Jadi semua 
dana yang ada di KPPT yang digunakan untuk pembiayaan seluruh kegiatan 
KPPT hanya bersumber dari APBD.  
Pertanggungjawaban KPPT memang bukan hanya dititikberatkan laporan 
keuangan saja, namun pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diberikan 
kepada masyarakat. Pertanggungjawaban KPPT terhadap masyarakat mencakup 
segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh KPPT, karena KPPT bukan untuk 
mencari laba/profitabilitas, tetapi tanggung jawab terhadap peran sosialnya untuk 
melayani masyarakat, maka KPPT mendayagunakan seluruh sumber daya yang 
dimiliki saat ini demi kelangsungan KPPT dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat. 
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Pembahasan-pembahasan mengenai akuntabilitas di atas bisa dikatakan 
KPPT Surakarta sudah mempertanggungjawabkan kinerjanya sebaik mungkin 
kepada Walikota maupun kepada masyarakat dalam hal ini pelanggan KPPT 
Surakarta. Untuk urusan dana dan prosedur pelayanan, KPPT Surakarta juga 
sudah sangat transparan. Jadi akuntabilitasnya KPPT Surakarta sudah bisa 
dikatakan cukup baik. 
 
Hambatan-hambatan KPPT Surakarta dalam Penerbitan SIUP 
Pelaksanaan proses pelayanan tidak selamanya berjalan sesuai dengan 
yang diharapkan. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelayanan yang 
ada di sebuah organisasi pelayanan. Faktor-faktor tersebut ada yang bersifat 
menghambat dan mendukung kinerja sebuah organisasi. Penelitian ini selain 
membahas bagaimana kinerja KPPT Surakarta, juga meneliti hambatan apa saja 
yang nantinya menghambat kinerja KPPT Surakarta dalam penerbitan SIUP. 
Hambatan yang dihadapi KPPT Surakarta dalam pelayanan penerbitan SIUP 
antara lain:  
1. Jumlah dan kondisi mobil dinas yang kurang memadai 
Penerbitan SIUP yang dilakukan oleh KPPT memerlukan peninjauan 
lokasi. Beberapa ijin yang lain seperti IMB juga memerlukan peninjauan lokasi. 
Jadwal peninjauan lokasi biasanya untuk menghemat waktu dan agar bisa lebih 
cepat dilakukan bersamaan, namun terbatasnya jumlah mobil dinas dan kurang 
bagusnya kondisi mobil karena sering mogok, menjadi hambatan bagi KPPT 
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nuntuk melaksanakan tuganya sebagai instansi pelayanan perijinan. Seperti yang 
dikatakan oleh Ibu Erma Suryani, MT, selaku Ketua Seksi di KPPT Surakarta: 
“Peninjauan lokasi untuk penerbitan ijin terkadang direncanakan dilakukan 
bersamaan agar menghemat waktu dan agar nantinya ijin bisa terbit lebih 
cepat, namun kendalanya mobil yang digunakan oleh tenaga teknis untuk 
meninjau ke lapangan cuman satu, dan itu pun sering mogok, jadi tinjauan 
lapangan yang nantinya bisa dikerjakan bersamaan jadi terhambat karena 
mobilnya harus digunakan secara bergantian.” (wawancara, 27 Maret 
2010) 
 
2. Kurang validnya data yang diberikan oleh pemohon ijin 
Beberapa hambatan yang terjadi dalam pelayanan yang ada di KPPT 
Surakarta  berasal dari para pelanggan. Ijin yang terlambat terbit umumnya 
dikarenakan berkas-berkas yang diberikan oleh pelanggan pada data pemenuhan 
syarat-syarat perijinan sebagaian ada yang tidak valid atau bahkan palsu. Hal 
tersebut bisa menghambat kinerja KPPT Surakarta dalam memberikan pelayanan 
penerbitan perijinan.  
Kurang validnya data yang diberikan oleh pemohon ijin di KPPT 
Surakarta kebanyakan karena data-data identitas sudah habis masa berlakunya. 
Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Pak Toto Amanto, MM, selaku Kepala 
KPPT Surakarta: 
“Hambatan dari KPPT sendiri sejauh ini hanya masalah fasilitas, namun 
dari pihak masyarakat kebanyakan mereka menyerahkan data-data 
identitas yang sudah kadaluarsa atau sudah tidak berlaku. Hal ini bisa 
membuat proses penerbitan ijin terhambat karena pemohon ijin itu harus 
menggunakan berkas-berkas yang valid karrena kalau tidak valid ya tidak 
akan dilayani.” (wawancara, 4 Desember 2009) 
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BAB IV 
PENUTUP 
 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dikemukakan di dalam 
BAB III tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa kinerja Kantor Pelayanan 
Perijinan Terpadu (KPPT) dalam pelayanan penerbitan Surat Ijin Usaha 
Perdagangan (SIUP) di kota Surakarta dikatakan sudah cukup baik. Hal tersebut 
dapat dilihat dari keempat indikator, yaitu efektivitas, efisiensi, kualitas 
pelayanan, dan akuntabilitas. 
KPPT Surakarta bisa dikatakan cukup efektif dalam pelaksanaan tugasnya. 
Hal tersebut bisa dilihat dari target-target yang ditetapkan oleh KPPT Surakarta 
sebagian besar telah dapat dicapai, meskipun tidak keseluruhan. KPPT Surakarta 
juga sudah termasuk efisien. Hal tersebut dapat dilihat dari segala keterbatasan 
yang ada di KPPT, namun KPPT Surakarta tetap dapat melaksanakan pelayanan 
dengan optimal. Kualitas pelayanan KPPT Surakarta secara keseluruhan belum 
bisa dikatakan baik. Hal itu dapat dilihat dari indikator-indikator kualitas 
pelayanan seperti kehandalan, jaminan, daya tanggap dan empati yang menurut 
data yang diperoleh penulis, semuanya telah dapat memenuhi keinginan 
pelanggan KPPT Surakarta, namun untuk indikator tangibles/fasilitas fisik, KPPT 
masih sedikit kurang karena terbatasnya ruang dan mobil dinas. KPPT Surakarta 
dalam memberikan pertanggungjawaban sudah akuntabel. Hal tersebut bisa dilihat 
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dari pelaksanaan kegiatan dan tugas-tugas KPPT Surakarta sesuai dengan 
prosedur yang ditetapkan dan undang-undang/peraturan yang berlaku. 
Pertanggungjawaban juga dilakukan secara rutin dan transparan dalam waktu 
tertentu dari KPPT Surakarta dalam bentuk laporan kepada Walikota serta 
pertanggungjawaban dalam hal kualitas pelayanan selaku lembaga pelayanan 
masyarakat kepada para pelanggan KPPT Surakarta.  
Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh KPPT Surakarta dalam 
melaksanakan tugasnya sebagai lembaga pelayanan masyarakat yang bergerak di 
bidang perijinan, khususnya penebitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), 
antara lain sebagai berikut: 
1. Jumlah dan kondisi mobil dinas yang kurang memadai 
2. Kurang validnya data yang diberikan oleh pemohon ijin 
 
B. SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran 
yang akan penulis sampaikan sehubungan dengan kinerja KPPT dalam 
memberikan pelayanan penerbitan SIUP di Kota Surakarta, yaitu antara lain: 
1. Sarana prasarana dan penunjang pelayanan dibenahi terus menerus demi 
kelancaran dan kenyamanan proses pelayanan bagi para pegawai sendiri 
apalagi bagi pelanggan, misalnya dengan Kepala KPPT Surakarta 
mengajukan permohonan anggaran kepada Walikota untuk penambahan 
mobil dinas untuk petugas teknis sebagai mobilitas untuk peninjauan 
lokasi untuk ijin-ijni tertentu seperti SIUP dan HO dan kursi tunggu bagi 
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para pelanggan. Perlu ditambahkan tulisan petunjuk bagi di meja-meja 
pelayanan agar konsumen terarah mengurus perijinannya, serta diadakan 
tempat dan ruangan arsip supaya terlihat rapi dan petugas bisa lebih efektif 
dan efisien mencari dokumen arsip perijinan.  
2. Sosialisasi perlu lebih banyak lagi dilakukan, mengingat KPPT Surakarta 
masih terhitung sebuah lembaga baru, sehingga masih ada sebagian 
masyarakat Surakarta yang belum mengerti mengenai KPPT Surakarta, 
bahkan mereka masih berpandangan tentang paradigma lama mengenai 
proses permohonan ijin yang berbelit dan dipersulit, terutama dalam 
permohonan SIUP. Kepala KPPT Surakarta perlu menambah 
program/kegiatan untuk mensosialisasikan KPPT Surakarta kepada 
masyarakat misalnya dengan penyuluhan rutin di setiap kecamatan dan 
kelurahan di kota Surakarta. 
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Pedoman Wawancara 
Kinerja Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) dalam Penerbitan 
Surat jin Usaha Perdagangan (SIUP) Kota Surakarta 
 
 
Untuk KPPT  Kota Surakarta 
1. Efektivitas  
a. Apakah target yang ingin dicapai oleh KPPT? 
b. Apakah target itu telah dicapai oleh KPPT? 
c. Apakah tenaga mencukupi dalam pelaksanaan target KPPT? 
d. Apakah sarana dan prasaarana juga telah mencukupi dalam pelaksanaan 
target KPPT? 
2. Efisiensi 
a. Berapa biaya yang diperlukan dalam memberikan pelayanan kepada 
pelanggan? Apakah cukup meringankan pelanggan? 
b. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam memberikan pelayanan kepada 
pelanggannya? 
3. Kualitas Pelayanan 
a. Kehandalan : 
- Bagaimanakah kesiapan dan/atau kemampuan pegawai dalam 
melayani pelanggan KPPT? 
- Keahlian apa saja yang perlu dimiliki oleh para pegawai untuk 
melayani para pelanggan? 
b. Jaminan 
- Apakah jam buka dan tutup KPPT selalu tepat waktu? 
- Apakah penyelesaian ijin dilakukan sesuai waktu yang ditentukan? 
- Apa konsekuensi yang diperoleh para pelanggn jika pelayanan selesai 
tidak tepat pada waktunya? 
 
 
 
c. Sarana pendukung pelayanan 
- Fasilitas apa saja yang diberikan KPPT Kota surakarta kepada 
pelanggannya? 
- Apakah fasilitas itu sudah memenuhi kebutuhan pelanggannya? 
d. Empati 
- Bagaimanakah sikap petugas dalam memberikan pelayanan? 
- Apakah ada perbedaan perlakuan dalam memberikan pelayanan? 
e. Resposivitas atau daya tanggap 
- Apakah ada keluhan dari pelanggan menyangkut pelayanan yang 
diberikan KPPT Kota Surakarta? 
- Tindakan apa saja yang dilakukan KPPT Kota surakarta untuk 
mengatasi keluhan dari pelanggan? 
4. Akuntabilitas 
a. Pertanggungjawaban KPPT dalam Pelaksanaan Tugas 
1) Bagaimana pertanggungjawaban KPPT Kota Surakarta  dalam 
pelaksanaan tugasnya? 
2) Apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan yang ada? 
3) Bagaimanakah pembuatan laporan pertanggungjawaban KPPT Kota 
Surakarta? 
b. Pengelolaan Dana 
1) Darimanakah KPPT memperoleh dana untuk menunjang kegiatannya? 
2) Bagaimanakah penggunaannya? 
c. Kesesuaian antara pekerjaan dengan prosedur yang ada 
1) Apakah dalam melayani pengguna sudah sesuai dengan prosedur 
yang? 
2) Apakah pernah terjadi ketidaksesuaian antara pekerjaan dengan 
prosedur? 
 
 
 
 
Untuk Pelanggan KPPT 
1. Efektivitas 
a. Apakah menurut Anda KPPT telah bekerja dengan maksimal? 
2. Efisiensi 
Menurut Anda, apakah : 
a. Biaya yang diberikan dalam pelayanan sudah meringankan? 
b. Waktu yang diberikan dalam pelayanan sudah meringankan? 
c. Prosedur pemberian layanan tidak berbelit-belit? 
d. Pegawainya sudah mencukupi dan cakap dalam memberikan pelayanan? 
e. Fasilitas/ruangan yang diberikan sudah memadai? 
3. Kualitas Pelayanan 
a. Kehandalan : 
- Bagaimana kesiapan dan/atau kemampuan pegawai dalam melayani 
pelanggan KPPT? 
- Apakah anda telah merasa pelayanan yang diberikan KPPT Kota 
Surakarta telah optimal? 
b. Jaminan 
- Apakah jam tutup dan jam buka di KPPT selalu on time? 
- Apakah penerbitan perijinan yang Anda ajukan pernah tidak tepat 
waktu? 
- Konsekuensi apa yang Anda peroleh utuk kelalaian itu? 
c. Fasilitas Fisik 
- Apakah fasilitas di KPPT Kota Surakarta sudah mencukupi/memadai ? 
d. Empati 
- Bagaimankah sikap petugas dalam memberikan pelayanan? 
- Apakah ada perbedaan dalam memberikan pelayanan? 
e. Daya Tanggap 
- Apakah Anda mempunyai keluhan mengenai pelayanan KPPT? 
- Bagaimanakah tanggapan pihak KPPT terhadap keluhan Anda? 
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ABSTRAK 
 
Ika Sunaryani, D0105082, “Kinerja Kantor Pelayanan Terpadu (KPPT) 
dalam Penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) di Kota Surakarta”, 
Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 
Sebelas Maret, 2010, Skripsi, 113 halaman. 
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Surakarta sesuai 
dengan Perda Kota Surakarta No.6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Perangkat Daerah Kota Surakarta, merupakan perubahan dari Unit Pelayanan 
Terpadu (UPT). KPPT merupakan sebuah organisasi milik pemerintah yang 
mempunyai kewenangan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah di bidang 
perijinan di  Kota Surakarta. Prosedur pelayanan yang diselenggarakan di KPPT 
meliputi penerimaan berkas dari para pemohon ijin, pemrosesan berkas, hingga 
penerbitan ijin. Hal tersebut sesuai dengan sistem pelayanan satu pintu (one stop 
service) yang berlaku di KPPT sebagai pengganti sistem pelayanan satu atap, 
meskipun pada kenyataannya masih ada sebagian masyarakat yang belum 
mengerti mengenai KPPT Kota Surakarta. 
Penulis dalam penelitian ini, menggunakan teori kinerja dari Agus 
Dwiyanto (2002), Yeremias T. Keban (1995), dan juga Joko Widodo (2001). 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan mengambil lokasi 
di KPPT Kota Surakarta. Penarikan sampel dilakukan dengan teknik purposive 
sampling. Sumber data meliputi data primer dan data sekunder. Teknik 
pengumpulan data menggunakan wawancara langsung, observasi, serta 
dokumentasi. Validitas data diperoleh dengan cara trianggulasi. Teknik analisa 
data yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan model interaktif yang terdiri 
dari reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Kesimpulan mengenai kinerja KPPT Kota Surakarta dalam penelitian ini, 
bisa dilihat dari 4 indikatornya, yaitu efektivitas, efisiensi, kualitas pelayanan, dan 
akuntabilitas. Efektivitas KPPT Kota Surakarta bisa dikatakan baik, hal tersebut 
bisa dilihat dari target yang ditetapkan oleh KPPT Kota Surakarta sebagian besar 
bisa dipenuhi dan dicapai meskipun tidak secara keseluruhan. Efisiensi KPPT 
Kota Surakarta sudah bisa dikatakan baik. Kualitas pelayanan KPPT Kota 
Surakarta belum dapat dikatakan baik karena meskipun sebagian besar pelanggan 
sudah merasa puas, namun untuk indikator tangibles KPPT masih kurang. KPPT 
Kota Surakarta sudah bisa dikatakan akuntabel, karena telah melaksanakan tugas 
sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku, serta selalu rutin 
membuat laporan kepada Walikota dan bisa mempertanggungjawabkan kualitas 
pelayanannya sebagai lembaga pelayanan kepada masyarakat. KPPT Kota 
Surakarta dalam memenuhi kinerjanya menemukan beberapa hambatan yang 
nantinya bisa mengganggu pelaksanaan kinerja KPPT Kota Surakarta. 
Peningkatan kinerja bisa dilakukan KPPT Surakarta dengan penambahan ruang 
dan mobil dinas serta penambahan sosialisasi dan publikasi. Berdasarkan 
indikator-indikator tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja KPPT Kota 
Surakarta sudah bisa dikatakan cukup baik. 
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ABSTRACT 
 
Ika Sunaryani, D0105082, "The Performance of Kantor Pelayanan 
Perijinan Terpadu (KPPT) in Publishing Surat Ijin Usaha Perdagangan 
(SIUP) Surakarta", Department of Administrative Sciences, Faculty of Social 
and Political Sciences, Sebelas Maret Univercity, 2010, Thesis, 113 pages. 
KPPT accordance with local regulations Surakarta no. 6 in 2008, about the 
Organization and the regional work of Surakarta, a change from the Integrated, a 
change from the Unit Pelayanan Terpadu (UPT). KPPT is a government-owned 
organization that has competence in the execution of government tasks in the field 
of licensing in Surakarta. Services prosedur in KPPT includes receiving the file 
from customers, processing the file, until the issuance of permits. It is in 
accordance with a system of pelayanan satu pintu (one stop service) held in KPPT 
as a substitute for a one-stop service system, despite the fact that there are still 
some people who still do not understand about KPPT Surakarta. 
Authors in this study, using the theoretical performance of Agus Dwiyanto 
(2002), Yeremias T. Keban (1995), and also Joko Widodo (2001). This research is 
a qualitative descriptive study took place within the KPPT Surakarta. Sampling 
was done by purposive sampling technique. Sources of data include primary and 
secondary data. Data collection techniques using direct interviews, observation 
and documentation. The validity of data obtained by triangulation. Data analysis 
technique used was a qualitative analysis of the interactive model that consists of 
data reduction, data display, and conclusion. 
Conclusions about the performance KPPT Surakarta in this study, can be 
seen from the four indicators, namely the effectiveness, efficiency, service 
quality, and accountability. Effectiveness of KPPT Surakarta is quite good, it can 
be seen from the target set by the Surakarta KPPT most can be met and achieved, 
although not in its entirety. Efficiency of KPPT Surakarta was quite good. 
Surakarta KPPT service quality can not be said to be good because even though 
most customers are satisfied, but for tangibles KPPT indicators are still lacking. 
KPPT Surakarta can already say accountable, because it has performed its duty in 
accordance with procedures and applicable laws, and always make regular reports 
to the Mayor and be accountable for quality of service as the institution of service 
to the community. KPPT Surakarta in meeting their performance will find several 
obstacles that could interfere with implementation of Surakarta KPPT 
performance. Performance improvement could be done KPPT Surakarta with 
additional space and a car as well as the addition of socialization and publications. 
Based on these indicators can be concluded that the performance of Surakarta 
KPPT already quite good. 
